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BAB I

KONDISI SOSIAL 
EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

Masyarakat nelayan di pesisir selatan Jawa Timur menghadapi 
berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks. 
Wilayah ini, yang mencakup kabupaten Malang, Lumajang, 

dan Jember, memiliki potensi perikanan yang signifikan, namun potensi 
ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
nelayan setempat. Berdasarkan penelitian, kondisi sosial ekonomi masya
rakat nelayan di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa nelayan dan 
komunitas pesisir sangat rentan terhadap perubahan iklim. Dampak 
langsung seperti banjir dan kekeringan, serta dampak tidak langsung seperti 
kemiskinan dan penurunan hasil tangkapan ikan, semakin memperburuk 
kondisi mereka. Sebagai contoh, fluktuasi data dari 2020 hingga 2021 
menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, pendapatan nelayan 
mengalami penurunan yang drastis, dengan pendapatan tangkapan rata-
rata sebelum pandemi mencapai IDR 588.555,38, dan turun menjadi 
IDR 264.517,41 selama pandemi. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik 
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Provinsi Jawa Timur (BPS) menunjukkan bahwa Nilai Tukar Nelayan 
(NTN) Jawa Timur pada Oktober 2023 turun 0,09 persen dari 100,01 di 
bulan September 2023 menjadi 99,922. Selain itu, pada Desember 2023, 
NTN turun lebih lanjut menjadi 97,69, menunjukkan penurunan sebesar 
2,52 persen dari Desember 2022. Perkembangan ini menunjukkan bahwa 
tantangan ekonomi bagi nelayan terus berlanjut.

Disisi lain, sekitar 80% nelayan kecil di Jember melaporkan 
kesulitan ekonomi yang diperburuk oleh keterbatasan akses terhadap 
sumber daya dan teknologi perikanan yang terjadi pada rentang tahun 
2021 sampai 2023. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
terdapat sekitar 7,87 juta masyarakat pesisir miskin di seluruh Indonesia 
pada tahun 2022, dengan 2,2 juta di antaranya berada dalam kategori 
sangat miskin. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember 
(BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, jumlah nelayan kecil yang 
mengalami kesulitan ekonomi meningkat menjadi 85%. Selain itu, 
pada tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan 
bahwa jumlah masyarakat pesisir miskin di Indonesia telah naik menjadi 
8,1 juta, dengan 2,3 juta di antaranya berada dalam kategori sangat 
miskin. Penelitian ini menekankan bahwa meskipun ada program inter
vensi pemerintah, dampaknya belum optimal dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat nelayan secara signifikan hingga tahun 2024. 
Dengan demikian, tantangan yang dihadapi masyarakat nelayan di pesisir 
selatan Jawa Timur perlu perhatian lebih untuk merumuskan kebijakan 
evidence-based policy yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

Adapun sebagai contoh lain, struktur sosial masyarakat nelayan 
di ekosistem pesisir Karanggongso mengalami perubahan signifikan 
akibat masuknya unsur-unsur eksternal dan meningkatnya akses terhadap 
perubahan lingkungan sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya 
memahami dinamika kapasitas ruang dan titik kritis struktur sosial 
dalam ekosistem pesisir untuk mengembangkan kebijakan yang efektif, 
terutama dalam konteks kerentanan masyarakat nelayan terhadap dam
pak perubahan iklim. Kondisi permukiman nelayan di pesisir selatan 
Jawa Timur sering kali identik dengan kekumuhan dan degradasi ling
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kungan. Penelitian yang dilakukan di Pantai Mayangan, Probolinggo, 
menunjukkan bahwa pengembangan kawasan permukiman yang 
terencana dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat 
nelayan. Sebagai contoh, di daerah tersebut, peningkatan infrastruktur 
dan akses terhadap fasilitas dasar telah memberikan kontribusi terhadap 
peningkatan pendapatan nelayan hingga 30% antara tahun 2020 dan 
2023. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo 
(BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, peningkatan infrastruktur 
dan akses terhadap fasilitas dasar telah meningkatkan pendapatan 
nelayan sebesar 35%1. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa 
pengembangan kawasan permukiman yang terencana dapat memacu 
pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat nelayan hingga 40% pada 
tahun 2024. 

Kondisi ekonomi masyarakat nelayan di pesisir selatan Jawa Timur 
sangat dipengaruhi oleh hasil tangkapan ikan yang fluktuatif. Menurut 
data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, hasil tangkapan 
ikan di wilayah ini sering kali tidak menentu, tergantung pada musim 
dan kondisi cuaca. Selama musim-musim tertentu, seperti musim puncak 
penangkapan, hasil tangkapan bisa sangat melimpah, dengan beberapa 
nelayan melaporkan peningkatan hingga 40% dalam hasil tangkapan 
mereka dibandingkan dengan musim sebaliknya. Pada tahun 2023, hasil 
tangkapan ikan di Jawa Timur mencapai 590.685,8 ton, dengan nilai 
ekspor mencapai USD 2,602 juta3. Pada musim lainnya, hasil tangkapan 
bisa sangat minim, mengakibatkan pendapatan nelayan menjadi tidak 
stabil dan sulit untuk diandalkan sebagai sumber penghidupan utama. 
Penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian ini mempengaruhi tidak 
hanya pendapatan mereka, tetapi juga pola konsumsi dan investasi dalam 
keluarga nelayan, yang sering kali terpaksa beradaptasi dengan situasi 
ekonomi yang tidak menentu.

Halangan besar yang dihadapi nelayan adalah akses terhadap 
pasar yang lebih luas. Banyak nelayan di pesisir selatan Jawa Timur 
yang masih bergantung pada tengkulak untuk menjual hasil tangkapan 
mereka. Ketergantungan ini sering kali menyebabkan nelayan terjebak 
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dalam sistem harga yang tidak adil, di mana tengkulak menawarkan 
harga yang lebih rendah daripada harga pasar yang seharusnya. Data 
menunjukkan bahwa nelayan sering kali hanya menerima 60-70% dari 
harga pasar, yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan pendapatan 
yang memadai. Hal ini juga memaksa mereka untuk menginvestasikan 
lebih banyak sumber daya dalam peralatan penangkapan ikan yang lebih 
baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil tangkapan mereka 
di masa depan. Sebagai contoh, dalam studi yang dilakukan di beberapa 
desa nelayan, ditemukan bahwa peningkatan akses ke pasar yang lebih adil 
dapat meningkatkan pendapatan nelayan hingga 25%. Data terbaru dari 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (BPS) menunjukkan bahwa pada 
tahun 2024, akses nelayan ke pasar yang lebih adil telah meningkatkan 
pendapatan mereka hingga 30%.

Selain masalah akses punya akses terhadap teknologi dan informasi 
pasar juga menjadi tantangan yang signifikan bagi nelayan. Dalam era 
digital saat ini, informasi tentang harga pasar, cuaca, dan tren permintaan 
sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif. Namun, 
banyak nelayan yang masih menggunakan metode tradisional dalam 
menangkap ikan dan kurang mendapatkan akses terhadap teknologi 
modern. Penelitian menunjukkan bahwa nelayan yang menggunakan 
aplikasi mobile untuk memantau harga pasar dapat meningkatkan 
pendapatan mereka secara signifikan, mencapai 30% dibandingkan 
dengan mereka yang tidak menggunakan teknologi tersebut. Pada tahun 
2023, pelatihan digital untuk nelayan di Jawa Timur telah meningkat 
sebesar 50%, yang membantu mereka lebih mudah mengakses informasi 
pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Oleh karena itu, 
pelatihan dan pengenalan penggunaan teknologi digital perlu diperkuat 
untuk membantu nelayan memperoleh informasi yang lebih baik dan 
meningkatkan daya tawar mereka di pasar.

Pada akhirnya, untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan 
pendekatan yang lebih terintegrasi dalam pengembangan kebijakan 
yang mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan. Kebijakan yang 
mendukung pembentukan koperasi nelayan dan akses terhadap pelatihan 
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teknologi dapat menjadi langkah awal yang baik untuk meningkatkan 
kondisi ekonomi nelayan di pesisir selatan Jawa Timur. Koperasi dapat 
memberikan akses langsung ke pasar dan memungkinkan nelayan untuk 
mendapatkan harga yang lebih adil atas hasil tangkapan mereka. Pada 
tahun 2023, jumlah koperasi di Jawa Timur mencapai 13.316 unit, yang 
turut mendongkrak perputaran ekonomi masyarakat. Selain itu, program 
pelatihan yang berfokus pada keterampilan manajerial dan teknologi 
informasi akan sangat membantu nelayan untuk beradaptasi dengan 
perubahan pasar dan meningkatkan kapasitas produksi mereka2. Pada 
tahun 2024, BPPTIK Kementerian Komunikasi dan Informatika RI juga 
membuka pelatihan teknis bidang teknologi informasi untuk nelayan, yang 
bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menggunakan 
teknologi digital. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat 
nelayan di pesisir selatan Jawa Timur dapat mencapai kemandirian 
ekonomi yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Masyarakat nelayan di pesisir selatan Jawa Timur menghadapi 
berbagai tantangan sosial yang kompleks, salah satunya adalah rendahnya 
tingkat pendidikan. Data menunjukkan bahwa banyak anak-anak nelayan 
terpaksa putus sekolah untuk membantu orang tua mereka bekerja di 
laut. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, tingkat partisipasi pendidikan di daerah 
pesisir masih sangat rendah, dengan hanya sekitar 60% anak-anak yang 
melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Akibatnya, tingkat literasi 
di kalangan masyarakat nelayan juga tergolong rendah, yang menghambat 
pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk memasuki pasar 
kerja yang lebih luas. Tanpa pendidikan yang memadai, mereka terjebak 
dalam siklus kemiskinan yang sulit dipecahkan, dan peluang untuk 
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di luar sektor perikanan menjadi 
semakin terbatas. Pada tahun 2023, BPS melaporkan bahwa hanya 
40% anak-anak nelayan di Jawa Timur yang menyelesaikan pendidikan 
menengah, menunjukkan bahwa tantangan ini masih sangat relevan. Hal 
ini memperparah ketergantungan mereka pada sektor perikanan, yang 
juga sangat rentan terhadap fluktuasi hasil tangkapan.
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Selain masalah pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan di 
wilayah ini juga sangat terbatas. Banyak desa nelayan yang tidak memiliki 
fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga masyarakat harus menempuh 
jarak yang jauh untuk mendapatkan perawatan medis. Laporan 
Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa aksesibilitas terhadap 
layanan kesehatan primer di daerah pesisir sering kali berada di bawah 
standar, dengan lebih dari 40% desa nelayan tidak memiliki Puskesmas 
(Pusat Kesehatan Masyarakat) terdekat. Kondisi ini berdampak signifikan 
pada kesehatan masyarakat, menyebabkan tingginya angka kematian 
ibu dan anak1. Data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 
menunjukkan bahwa angka kematian ibu di daerah pesisir mencapai 305 
per 100.000 kelahiran hidup, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-
rata nasional yang berada di kisaran 177 per 100.000 kelahiran hidup. 
Tingginya prevalensi penyakit menular seperti tuberculosis dan diare 
juga mencerminkan kurangnya akses terhadap perawatan kesehatan yang 
layak, menambah beban bagi masyarakat nelayan yang sudah terpuruk 
dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Kondisi sosial yang sulit ini berkontribusi pada pengembangan 
masalah kesehatan mental di kalangan masyarakat nelayan. Stres yang 
diakibatkan oleh ketidakpastian ekonomi, ditambah dengan minimnya 
akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, dapat menyebabkan 
tingkat kecemasan dan depresi yang tinggi. Penelitian menunjukkan 
bahwa nelayan yang mengalami tekanan ekonomi memiliki risiko lebih 
besar untuk mengalami gangguan kesehatan mental, yang sering kali tidak 
mendapatkan perhatian atau perawatan yang memadai. Selain itu, stigma 
sosial yang masih ada di masyarakat tentang kesehatan mental membuat 
individu enggan untuk mencari bantuan, sehingga memperburuk kondisi 
mereka. Menurut Asia Care Survey 2024, sebanyak 56% nelayan 
mengalami stres dan burnout, yang menempati urutan pertama dalam 
daftar masalah kesehatan mental yang dikhawatirkan. Tingginya prevalensi 
penyakit menular seperti tuberculosis dan diare juga mencerminkan 
kurangnya akses terhadap perawatan kesehatan yang layak, menambah 
beban bagi masyarakat nelayan yang sudah terpuruk dalam kondisi 
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ekonomi yang sulit2. Dengan demikian, tantangan sosial yang dihadapi 
oleh masyarakat nelayan bukan hanya terkait dengan pendidikan dan 
kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental yang semakin terabaikan.

Menghadapi tantangan ini, perlu ada intervensi yang holistik dan 
terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. 
Pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu berkolaborasi dalam 
merancang program yang tidak hanya fokus pada peningkatan akses 
pendidikan dan kesehatan, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan 
mental. Program penyuluhan tentang pentingnya pendidikan bagi anak-
anak nelayan harus diperkuat, sambil memberikan dukungan finansial 
bagi keluarga agar anak-anak dapat melanjutkan sekolah. Di samping 
itu, pembangunan infrastruktur kesehatan yang memadai dan mudah 
diakses juga sangat penting untuk meningkatkan kondisi kesehatan 
masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat 
nelayan dalam pengambilan keputusan mengenai layanan kesehatan dan 
pendidikan di daerah mereka dapat memberikan solusi yang lebih efektif 
dan berkelanjutan. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan masyarakat 
nelayan di pesisir selatan Jawa Timur dapat mengatasi tantangan yang 
mereka hadapi dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Desa Sendang Biru di Kabupaten Malang merupakan salah satu 
contoh nyata dari tantangan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan di 
pesisir selatan Jawa Timur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Universitas Brawijaya, nelayan di desa ini sering kali kesulitan dalam 
menjual hasil tangkapan mereka dengan harga yang layak. Satu masalah 
utama yang mereka hadapi adalah ketergantungan pada tengkulak, 
yang sering kali menawarkan harga yang rendah. Data menunjukkan 
bahwa sekitar 70% nelayan di Sendang Biru bergantung pada tengkulak 
untuk menjual hasil tangkapannya, sehingga mereka sering kali tidak 
mendapatkan nilai yang pantas untuk kerja keras mereka. Selain itu, faktor 
cuaca yang tidak menentu juga turut mempengaruhi hasil tangkapan, 
menambah ketidakpastian yang dirasakan oleh masyarakat nelayan.

Akses terhadap teknologi dan informasi pasar menjadi tantangan 
signifikan lainnya. Tanpa teknologi yang memadai, banyak nelayan 
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yang kesulitan untuk mengetahui harga pasar yang berlaku dan kondisi 
permintaan ikan di luar daerah mereka. Menurut survei yang dilakukan 
oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, lebih dari 60% nelayan di 
wilayah pesisir tidak memiliki akses ke informasi yang dibutuhkan 
untuk menentukan waktu dan tempat yang tepat untuk menjual hasil 
tangkapan mereka. Hal ini membuat mereka rentan terhadap penawaran 
tengkulak yang tidak adil, dan sering kali menjadikan mereka terjebak 
dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus. Oleh karena itu, upaya untuk 
meningkatkan akses teknologi di kalangan nelayan di Desa Sendang Biru 
sangat penting untuk membantu mereka memperoleh harga yang lebih 
baik dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Meskipun tantangan yang ada, sejumlah inisiatif telah diluncurkan 
untuk membantu nelayan di Sendang Biru. Salah satu yang paling signifikan 
adalah program pelatihan keterampilan digital yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat 
(LSM). Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 
digital nelayan, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk 
meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dalam pelatihan tersebut, 
nelayan diajarkan cara menggunakan aplikasi yang memungkinkan 
mereka untuk memantau harga pasar, menjalin komunikasi dengan 
pembeli, dan bahkan memasarkan hasil tangkapan mereka secara online. 
Data menunjukkan bahwa partisipasi nelayan dalam program ini telah 
meningkat, dengan lebih dari 150 nelayan terlibat dalam pelatihan sejak 
diluncurkan pada tahun 2022.

Program pelatihan ini juga berperan penting dalam membantu 
nelayan mengakses informasi pasar yang lebih luas. Dengan keterampilan 
digital yang lebih baik, nelayan kini dapat melakukan riset pasar sendiri, 
mengetahui trend harga, dan mendapatkan informasi terkait kebutuhan 
konsumen. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjual hasil tangkapan 
dengan harga yang lebih baik dan tidak lagi bergantung sepenuhnya 
pada tengkulak. Sebagai contoh, setelah mengikuti pelatihan, salah 
satu kelompok nelayan di Desa Sendang Biru melaporkan peningkatan 
pendapatan rata-rata sebesar 30% dalam tiga bulan setelah pelatihan. 
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Inisiatif semacam ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, 
masyarakat nelayan tidak hanya dapat mengatasi tantangan yang ada, 
tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara 
keseluruhan. Ini adalah langkah penting menuju kemandirian ekonomi 
yang lebih baik bagi masyarakat nelayan di pesisir selatan Jawa Timur.

Dalam konteks ini, pengembangan koperasi semi-digital menjadi 
sangat relevan. Koperasi semi-digital adalah koperasi yang memanfaatkan 
teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan trans
paransi. Dengan adanya koperasi semi-digital, nelayan dapat lebih 
mudah mengakses informasi pasar, mendapatkan harga yang lebih adil 
untuk hasil tangkapan mereka, dan mengurangi ketergantungan pada 
tengkulak. Selain itu, koperasi semi-digital juga dapat menyediakan ber
bagai layanan tambahan, seperti pelatihan keterampilan digital, akses 
terhadap pembiayaan, dan layanan kesehatan. Dengan demikian, koperasi 
semi-digital tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk menjual hasil 
tangkapan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ekonomi dan sosial 
bagi masyarakat nelayan. Secara keseluruhan, kondisi ekonomi dan sosial 
masyarakat nelayan di pesisir selatan Jawa Timur masih menghadapi 
berbagai tantangan yang kompleks. Namun, dengan adanya inisiatif-
inisiatif seperti pengembangan koperasi semi-digital, ada harapan untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mereka. Melalui 
buku ini, diharapkan dapat memberikan panduan praktis dan teoritis 
dalam pengembangan kebijakan koperasi semi-digital, sehingga dapat 
memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat 
nelayan di pesisir selatan Jawa Timur.

Tujuan buku ini untuk memberikan panduan praktis dan teoritis 
dalam pengembangan kebijakan koperasi semi-digital berbasis fintech, 
khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial 
masyarakat nelayan di pesisir selatan Jawa Timur. Tujuan ini didasarkan 
pada kebutuhan mendesak untuk mengatasi berbagai tantangan yang 
dihadapi oleh masyarakat nelayan, seperti ketidakstabilan pendapatan, 
rendahnya akses terhadap teknologi, dan keterbatasan layanan sosial. 
Buku ini menyajikan panduan praktis yang dapat diterapkan oleh 
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pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas nelayan 
untuk mengembangkan koperasi semi-digital sebagai upaya peningkatan 
kesejahteraan nelayan. Dalam membangun koperasi semi-digital, beberapa 
langkah konkret akan menjadi panduan, dimulai dari pengembangan 
keterampilan digital hingga pembentukan kemitraan dengan sektor 
swasta. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi 
yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. 
Implementasi langkah-langkah ini tidak hanya mendukung peningkatan 
ekonomi lokal, tetapi juga memberdayakan nelayan untuk lebih mandiri 
dalam mengelola hasil tangkapannya dan meningkatkan akses terhadap 
pasar yang lebih luas. 

Buku ini juga memberikan landasan teoritis yang kuat untuk 
mendukung pengembangan kebijakan koperasi semi-digital. Kerangka 
teoritis ini mencakup berbagai teori yang relevan yang dapat diadaptasi 
sesuai dengan konteks lokal nelayan di pesisir selatan Jawa Timur. 
Pemahaman mendalam terhadap aspek teoritis menjadi penting karena 
dapat membantu para pemangku kepentingan untuk menerapkan 
kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan dalam memberdayakan 
komunitas nelayan. Hal ini juga memberikan pemahaman yang lebih 
holistik mengenai potensi koperasi digital dalam meningkatkan kesejah
teraan ekonomi masyarakat pesisir. Kemudian dalam buku ini juga 
menawarkan model kebijakan Pengembangan koperasi semi-digital di 
masyarakat pesisir. Model kebijakan yang disajikan pada buku ini, ber
tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui integrasi sosial, 
budaya, dan teknologi. Penerapan pendekatan berbasis modal sosial 
dan pendekatan budaya menjadi langkah awal yang penting terhadap 
inisiasi pembentukan institusi koperasi semi-digital berbasis kearifan 
lokal. Modal sosial di sini mencakup kepercayaan, relasi, dan norma 
yang ada dalam komunitas nelayan. Nilai-nilai ini sangat penting dalam 
membangun sistem koperasi yang berfungsi secara efektif. Pendekatan 
berbasis budaya, yang menyesuaikan teknologi dengan praktik dan 
kebiasaan lokal, memastikan bahwa digitalisasi diterima dan digunakan 
secara efektif oleh masyarakat nelayan. Misalnya, dalam komunitas 
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nelayan di pesisir selatan Jawa Timur, nilai kebersamaan dan gotong 
royong menjadi pondasi bagi pembentukan koperasi yang berorientasi 
sosial dan ekonomi.

Implementasi langkah-langkah ini tidak hanya mendukung pening
katan ekonomi lokal, tetapi juga memberdayakan nelayan untuk lebih 
mandiri dalam mengelola hasil tangkapannya dan meningkatkan akses 
terhadap pasar yang lebih luas. Selain panduan praktis, buku ini akan 
memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mendukung pengembangan 
kebijakan koperasi semi-digital. Kerangka teoritis ini mencakup berbagai 
teori yang relevan yang dapat diadaptasi sesuai dengan konteks lokal 
nelayan di pesisir selatan Jawa Timur. Pemahaman mendalam terhadap 
aspek teoritis menjadi penting karena dapat membantu para pemangku 
kepentingan untuk menerapkan kebijakan yang tepat sasaran dan 
berkelanjutan dalam memberdayakan komunitas nelayan. Hal ini juga 
memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai potensi koperasi 
digital dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.





13

BAB II

KONSEP KOPERASI 
SEMI-DIGITAL

Koperasi semi-digital adalah bentuk inovatif dari organisasi koperasi 

yang memadukan prinsip-prinsip dasar koperasi tradisional 

dengan teknologi digital modern. Koperasi, sebagai entitas bisnis 

yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggota-anggotanya untuk kepen

tingan bersama, memainkan peran penting dalam perekonomian banyak 

negara, terutama dalam mendukung ekonomi lokal. Prinsip-prinsip dasar 

koperasi meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, kendali demokratis 

oleh anggota, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian, 

pendidikan, pelatihan, dan informasi, kerjasama antar koperasi, serta 

kepedulian terhadap komunitas. Penggunaan teknologi digital dalam 

operasional koperasi membawa beberapa manfaat signifikan. Pertama, 

digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional. Sistem manajemen 

berbasis teknologi memungkinkan pengolahan data dan informasi secara 

cepat dan akurat, mengurangi biaya administrasi, serta mempermudah 

akses anggota terhadap informasi koperasi. Selain itu, penggunaan 
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teknologi seperti aplikasi mobile dan platform online mempermudah 

anggota dalam berinteraksi, bertransaksi, dan mengawasi operasional 

koperasi.

Kedua, digitalisasi meningkatkan transparansi. Dalam koperasi, 

transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan partisipasi 

aktif anggota. Dengan digitalisasi, laporan keuangan, keputusan rapat, 

dan informasi penting lainnya dapat dengan mudah diakses oleh anggota 

kapan saja dan dari mana saja. Ini mendorong keterlibatan anggota da

lam pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas pengurus 

koperasi. Dinamika teori-teori dari literatur akademik mendukung 

pentingnya digitalisasi dalam koperasi. Menurut teori difusi inovasi oleh 

Everett Rogers, adopsi teknologi baru dalam suatu organisasi mengikuti 

pola tertentu, di mana inovator dan pengadopsi awal memainkan peran 

penting dalam penyebaran teknologi. Dalam konteks koperasi, pengurus 

dan anggota yang proaktif dalam menerima teknologi baru dapat men

dorong adopsi yang lebih luas di antara anggota lainnya. Selain itu, 

teori agen-principal yang dijelaskan oleh Michael Jensen dan William 

Meckling menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan insentif 

dalam organisasi untuk mengurangi konflik kepentingan antara pengurus 

dan anggota. Dalam koperasi semi-digital, penggunaan sistem berbasis 

teknologi memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan real-

time, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan 

kepentingan anggota terlindungi.

Kompilasi dari penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa 

digitalisasi dapat meningkatkan inklusi keuangan dan partisipasi ekonomi, 

terutama di kalangan masyarakat yang kurang terlayani. Namun, imple

mentasi digitalisasi dalam koperasi juga menghadapi tantangan. Salah 

satu tantangan utama adalah kesenjangan digital, di mana tidak semua 

anggota memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi digital. 

Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan mengenai penggunaan tek

nologi menjadi sangat penting untuk memastikan semua anggota dapat 

berpartisipasi secara penuh. Koperasi semi-digital menawarkan peluang 
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besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional, 

mendukung inklusi keuangan, dan memperkuat ekonomi lokal. Namun, 

keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen pengurus dan anggota 

dalam menerima dan mengadopsi teknologi, serta upaya berkelanjutan 

dalam pendidikan dan pelatihan teknologi. Dengan demikian, koperasi 

semi-digital dapat menjadi model pengembangan kebijakan yang efektif 

dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal, khususnya di sektor 

perikanan di Jawa Timur.

Bagian ini menyajikan analisis mendalam mengenai kondisi sosial 

ekonomi masyarakat nelayan di pesisir selatan Jawa Timur. Analisis 

ini didasarkan pada data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menggambarkan 

berbagai tantangan yang dihadapi oleh nelayan, seperti ketidakstabilan 

pendapatan, rendahnya akses terhadap teknologi, dan keterbatasan 

layanan sosial. Masyarakat nelayan di pesisir selatan Jawa Timur hidup 

dalam kondisi sosial ekonomi yang rentan. Ketidakstabilan pendapatan 

menjadi salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi. Sumber 

penghasilan utama nelayan adalah hasil tangkapan ikan, yang sangat 

dipengaruhi oleh kondisi cuaca, musim, dan ketersediaan sumber daya 

ikan. Variabilitas ini menyebabkan pendapatan nelayan tidak menentu 

dan sering kali berada di bawah garis kemiskinan.

Menurut data dari BPS, sebagian besar rumah tangga nelayan di 

wilayah ini termasuk dalam kategori miskin atau hampir miskin. Hal 

ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan di 

kalangan nelayan, yang membatasi kesempatan mereka untuk beralih ke 

pekerjaan lain yang lebih stabil dan berpendapatan tinggi. Kurangnya 

akses terhadap pendidikan dan pelatihan juga berdampak pada 

kemampuan mereka dalam mengelola usaha perikanan secara efisien 

dan berkelanjutan. Rendahnya akses terhadap teknologi merupakan 

tantangan lain yang signifikan. Teknologi memiliki potensi besar untuk 

meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam usaha perikanan. 

Namun, banyak nelayan di pesisir selatan Jawa Timur yang masih meng
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gunakan metode tradisional dalam menangkap ikan dan mengelola hasil 

tangkapan. Ketidakmampuan untuk mengakses dan memanfaatkan 

teknologi modern, seperti alat tangkap yang lebih efisien, sistem informasi 

cuaca, dan platform pemasaran digital, menghambat potensi penghasilan 

mereka dan meningkatkan kerentanan terhadap faktor-faktor eksternal.

Di sisi lain, keterbatasan layanan sosial juga menjadi permasalahan 

serius bagi masyarakat nelayan. Akses terhadap layanan kesehatan, pen

didikan, dan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi masih sangat 

terbatas. Situasi ini tidak hanya memperburuk kualitas hidup mereka, 

tetapi juga menghambat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan jangka 

panjang. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan 

bahwa banyak desa nelayan yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang 

memadai, sehingga nelayan dan keluarganya harus menempuh jarak yang 

jauh untuk mendapatkan perawatan medis. Selain itu, program bantuan 

sosial yang ada sering kali tidak efektif dalam menjangkau dan memenuhi 

kebutuhan spesifik masyarakat nelayan. Prosedur birokrasi yang rumit 

dan kurangnya informasi mengenai program bantuan menjadi hambatan 

utama dalam aksesibilitas bantuan. Akibatnya, banyak nelayan yang 

tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan 

kondisi hidup dan usaha perikanan mereka.

Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan holistik dan terintegrasi 

diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan ini. Pendekatan ini men

cakup peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, pengem

bangan teknologi perikanan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, serta 

peningkatan layanan sosial dasar. Selain itu, penguatan kelembagaan 

koperasi dan organisasi nelayan dapat memainkan peran penting dalam 

memberikan dukungan dan advokasi yang dibutuhkan oleh masyarakat 

nelayan. Secara keseluruhan, analisis kondisi sosial ekonomi nelayan di 

pesisir selatan Jawa Timur menunjukkan adanya kebutuhan mendesak 

untuk intervensi yang komprehensif dan berkelanjutan. Melalui kola

borasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan 



17Koperasi Semi-Digital Pengembangan Ekonomi Lokal Nelayan

dapat tercipta solusi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

keberlanjutan masyarakat nelayan di wilayah ini.

Salah satu bahasan utama dalam buku ini adalah menyajikan model 

pengembangan kebijakan koperasi semi-digital yang dapat digunakan oleh 

pembuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Model 

pengembangan kebijakan ini disusun melalui analisis SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) serta strategi-strategi yang dapat 

diimplementasikan untuk mendukung keberhasilan koperasi semi-digital. 

Studi kasus dari wilayah lain yang telah berhasil mengimplementasikan 

model serupa akan disertakan untuk memberikan gambaran yang lebih 

konkret.

Strengths Weakness

1)	 Efisiensi Operasional: Peng
gunaan teknologi digital me
mungkinkan manajemen 
koperasi yang lebih efisien, 
dengan pengolahan data yang 
cepat dan akurat.

2)	 Transparansi: Digitalisasi me
ningkatkan transparansi da
lam pengelolaan koperasi, me
mungkinkan anggota untuk 
memantau operasional dan 
keuangan secara real-time.

3)	 Partisipasi Anggota: Aksesi
bilitas melalui platform di
gital memungkinkan partisipasi 
yang lebih luas dari anggota, 
mendorong keterlibatan aktif 
dalam pengambilan keputus
an.

1)	 Kesenjangan Digital: Tidak 
semua anggota koperasi me
miliki akses atau kemampuan 
untuk menggunakan tekno
logi digital, yang dapat men
ciptakan kesenjangan par
tisipasi.

2)	 Biaya Implementasi: Pengada
an dan pemeliharaan teknolo-
gi digital memerlukan biaya 
yang signifikan, yang bisa 
menjadi beban bagi koperasi 
dengan sumber daya terbatas.

3)	 Keamanan Data: Risiko ke
amanan data menjadi per
hatian, terutama dalam hal 
perlindungan informasi pri
badi anggota.
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Opportunities Threats

1)	 Inklusi Keuangan: Digitalisasi 
membuka peluang bagi kope
rasi untuk menawarkan layan
an keuangan yang lebih luas 
dan inklusif, seperti pinjaman 
dan asuransi mikro.

2)	 Diversifikasi Produk dan 
Layanan: Penggunaan tekno
logi memungkinkan koperasi 
untuk mengembangkan pro
duk dan layanan baru yang 
dapat meningkatkan pendapat
an anggota.

3)	 Kerjasama dengan Pihak 
Eksternal: Koperasi semi-
digital dapat bermitra de
ngan lembaga keuangan, 
perusahaan teknologi, dan 
organisasi non-pemerintah 
untuk memperluas dukungan 
dan sumber daya.

1)	 Resistensi Perubahan: Per
ubahan ke arah digitalisasi da
pat menghadapi resistensi dari 
anggota yang tidak terbiasa 
atau tidak percaya pada tek
nologi baru.

2)	 Ketergantungan pada Teknolo-
gi: Ketergantungan yang tinggi 
pada teknologi dapat menjadi 
masalah jika terjadi kegagalan 
sistem atau serangan siber.

3)	 Persaingan Pasar: Peningkatan 
jumlah koperasi atau organ-
isasi lain yang juga mengadop-
si teknologi digital dapat me
ningkatkan persaingan dalam 
mendapatkan anggota dan 
sumber daya.

Bagian ini menyediakan panduan praktis untuk mengimplemen
tasikan kebijakan koperasi semi-digital. Panduan ini menyusun langkah-
langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah daerah, lembaga 
swadaya masyarakat, dan komunitas nelayan sendiri untuk mencapai 
tujuan tersebut. Fokus utama panduan ini mencakup pelatihan kete
rampilan digital, pengembangan sistem informasi manajemen, dan 
kemitraan dengan pihak swasta.
a)	 Pelatihan Keterampilan Digital Langkah pertama dalam meng

implementasikan kebijakan koperasi semi-digital adalah mem
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berikan pelatihan keterampilan digital kepada nelayan dan pengurus 
koperasi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi di
gital dan kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat dan 
platform digital.
1)	 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan: Lakukan assessment awal 

untuk memahami tingkat literasi digital dan kebutuhan pela
tihan di kalangan nelayan.

2)	 Kurikulum Pelatihan: Rancang kurikulum pelatihan yang 
mencakup dasar-dasar penggunaan perangkat digital, akses 
internet, serta penggunaan aplikasi yang relevan untuk 
operasional koperasi.

3)	 Pelaksanaan Pelatihan: Selenggarakan sesi pelatihan secara 
bertahap dan berkelanjutan, dengan melibatkan instruktur 
berpengalaman dan materi yang mudah dipahami.

4)	 Evaluasi dan Umpan Balik: Lakukan evaluasi pasca pe
latihan dan minta umpan balik dari peserta untuk terus 
menyempurnakan program pelatihan.

b)	 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengembangan sis
tem informasi manajemen (SIM) yang canggih merupakan langkah 
penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam ope
rasional koperasi. SIM memungkinkan pengolahan data yang cepat 
dan akurat, serta akses informasi secara real-time oleh anggota 
koperasi.
1)	 Rancangan Sistem: Tentukan kebutuhan dan spesifikasi 

sistem informasi yang sesuai dengan karakteristik dan 
kebutuhan koperasi.

2)	 Implementasi Teknologi: Pilih dan implementasikan tek
nologi yang tepat, seperti aplikasi mobile, platform web, dan 
perangkat keras yang diperlukan.

3)	 Pelatihan Penggunaan SIM: Berikan pelatihan khusus ke
pada pengurus koperasi tentang cara mengoperasikan dan 
memanfaatkan SIM secara efektif.
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4)	 Pemeliharaan dan Pengembangan Berkelanjutan: Pastikan 
adanya tim yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan 
sistem serta pembaruan berkala sesuai dengan perkembangan 
teknologi dan kebutuhan koperasi.

c)	 Kemitraan dengan Pihak Swasta Kolaborasi dengan pihak swasta 
dapat memberikan dukungan teknis, finansial, dan akses pasar yang 
lebih luas bagi koperasi. Kemitraan strategis ini akan membantu 
koperasi untuk mengadopsi teknologi terkini dan mengembangkan 
usaha dengan lebih efisien.
1)	 Identifikasi Mitra Potensial: Carilah perusahaan teknologi, 

lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah yang me
miliki visi dan misi yang sejalan dengan koperasi.

2)	 Penjajakan Kerjasama: Lakukan penjajakan awal dan diskusi 
untuk memahami potensi kerjasama yang dapat meng
untungkan kedua belah pihak.

3)	 Perjanjian Kerjasama: Susun perjanjian kerjasama yang jelas 
dan rinci, mencakup tanggung jawab masing-masing pihak, 
tujuan, dan mekanisme evaluasi.

4)	 Pelaksanaan dan Monitoring: Implementasikan kerjasama 
secara terstruktur dan lakukan monitoring berkala untuk 
memastikan keberhasilan dan keberlanjutan kerjasama.

d)	 Fasilitasi Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Pemerintah daerah 
memainkan peran kunci dalam mendukung implementasi kebijakan 
koperasi semi-digital melalui regulasi yang mendukung, pemberian 
insentif, dan fasilitasi program-program pendukung.
1)	 Regulasi yang Mendukung: Perbarui regulasi dan kebijakan 

daerah yang mendukung adopsi teknologi digital dalam 
koperasi.

2)	 Pemberian Insentif: Berikan insentif bagi koperasi yang 
berhasil mengimplementasikan teknologi digital, seperti ke
ringanan pajak atau subsidi.

3)	 Fasilitasi Program Pendukung: Dorong program-program 
yang mendukung koperasi, seperti bantuan teknis, pelatihan, 
dan akses pembiayaan.
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Dengan mengikuti langkah-langkah praktis ini, pemerintah 
daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas nelayan dapat 
mengimplementasikan kebijakan koperasi semi-digital secara efektif, 
meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan mendukung pengembangan 
ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Evaluasi dan monitoring merupakan aspek kritis untuk memastikan 
bahwa kebijakan yang diimplementasikan berhasil mencapai tujuan yang 
diinginkan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat nelayan. 
Dengan menggunakan metode evaluasi yang tepat, pembuat kebijakan 
dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area yang perlu diper
baiki dalam program koperasi semi-digital.
a)	 Evaluasi Formatif Evaluasi formatif dilakukan selama proses 

implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik langsung 
dan memungkinkan penyesuaian yang diperlukan. Metode ini 
mencakup:
1)	 Focus Group Discussions (FGD): Melibatkan anggota 

koperasi dalam diskusi kelompok terarah untuk memperoleh 
pandangan dan saran mengenai implementasi kebijakan.

2)	 Survei Kepuasan: Menggunakan survei untuk mengukur 
tingkat kepuasan anggota terhadap layanan dan operasional 
koperasi.

3)	 Observasi Lapangan: Melakukan observasi langsung di 
lapangan untuk memahami bagaimana kebijakan diterapkan 
dan diadopsi oleh anggota koperasi.

b)	 Evaluasi Sumatif Evaluasi sumatif dilakukan setelah implementasi 
kebijakan untuk menilai efektivitas keseluruhan dari kebijakan 
tersebut. Metode ini mencakup:
1)	 Studi Kasus: Menganalisis kasus-kasus spesifik dari koperasi 

yang telah berhasil atau menghadapi tantangan dalam 
mengimplementasikan kebijakan semi-digital.

2)	 Analisis Data: Menggunakan data kuantitatif dari laporan 
keuangan, statistik operasional, dan indikator kinerja lainnya 
untuk mengukur keberhasilan kebijakan.
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3)	 Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara mendalam 
dengan pengurus koperasi, anggota, dan pemangku kepen
tingan lainnya untuk mendapatkan wawasan yang lebih 
dalam mengenai dampak kebijakan.

Untuk memastikan evaluasi yang komprehensif, beberapa indikator 
kunci perlu dipantau secara berkelanjutan. Indikator-indikator ini men
cakup:
a)	 Efisiensi Operasional

1)	 Waktu Proses Transaksi: Pengurangan waktu yang dibutuhkan 
untuk memproses transaksi anggota.

2)	 Biaya Operasional: Penurunan biaya operasional koperasi 
setelah digitalisasi.

b)	 Partisipasi Anggota
1)	 Tingkat Partisipasi: Peningkatan jumlah anggota yang aktif 

berpartisipasi dalam kegiatan koperasi.
2)	 Jumlah Keanggotaan: Pertumbuhan jumlah anggota baru 

setelah penerapan teknologi digital.
c)	 Kesejahteraan Ekonomi

1)	 Pendapatan Anggota: Kenaikan rata-rata pendapatan anggota 
koperasi.

2)	 Akses Pembiayaan: Peningkatan akses anggota terhadap 
layanan keuangan seperti pinjaman dan asuransi mikro.

d)	 Transparansi dan Akuntabilitas
1)	 Pelaporan Keuangan: Ketersediaan laporan keuangan yang 

transparan dan dapat diakses oleh semua anggota.
2)	 Kepatuhan terhadap Regulasi: Tingkat kepatuhan koperasi 

terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku.
e)	 Penggunaan Teknologi

1)	 Adopsi Teknologi: Persentase anggota yang menggunakan 
platform digital untuk transaksi dan interaksi dengan ko
perasi.
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2)	 Pelatihan Teknologi: Jumlah sesi pelatihan teknologi yang 
diselenggarakan dan partisipasi anggota dalam pelatihan 
tersebut.

Langkah-langkah untuk mengimplementasikan evaluasi dan 
monitoring yang efektif meliputi:
a)	 Pengembangan Rencana Evaluasi: Menyusun rencana evaluasi yang 

mencakup metode, indikator, dan jadwal evaluasi.
b)	 Pengumpulan Data: Melakukan pengumpulan data secara sistematis 

menggunakan metode yang telah ditentukan.
c)	 Analisis dan Interpretasi Data: Menganalisis data yang diperoleh 

untuk mengidentifikasi tren, kekuatan, dan kelemahan kebijakan.
d)	 Pelaporan Hasil Evaluasi: Menyusun laporan hasil evaluasi yang 

jelas dan komprehensif untuk disampaikan kepada pemangku 
kepentingan.

e)	 Tindak Lanjut dan Penyesuaian: Menggunakan hasil evaluasi 
untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan secara 
berkelanjutan.

Dengan evaluasi dan monitoring yang tepat, pembuat kebijakan 
dapat memastikan bahwa kebijakan koperasi semi-digital berjalan sesuai 
dengan rencana dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat 
nelayan di Jawa Timur.
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BAB III

KOPERASI 
DAN EKONOMI LOKAL

Koperasi merupakan organisasi yang dimiliki dan dioperasikan 
oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi 
bersama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Konsep 

dasar koperasi berakar pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, di 
mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan 
keputusan. Prinsip ini tidak hanya menciptakan rasa kepemilikan di 
antara anggota, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan 
organisasi. Menurut International Cooperative Alliance (2021), koperasi 
berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memberikan 
layanan yang relevan bagi masyarakat lokal. Dalam konteks ekonomi 
lokal, koperasi berperan penting dalam pengembangan ekonomi karena 
mampu menggerakkan potensi ekonomi masyarakat setempat. Koperasi 
dapat meningkatkan kesejahteraan anggota melalui distribusi keuntungan 
yang adil dan peningkatan akses terhadap sumber daya dan pasar. 
Penelitian oleh Hossain et al. (2022) menunjukkan bahwa koperasi tidak 
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hanya meningkatkan pendapatan anggotanya, tetapi juga memperkuat 

ketahanan ekonomi komunitas dengan menciptakan jaringan sosial yang 

solid.

Studi oleh Birchall dan Ketilson (2009) menunjukkan bahwa ko

perasi dapat meningkatkan stabilitas ekonomi lokal dengan menciptakan 

lapangan kerja dan mendukung usaha kecil. Di banyak negara, koperasi 

telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan 

meningkatkan inklusi sosial. Misalnya, di Kanada, koperasi kredit telah 

membantu ribuan orang mengakses layanan keuangan yang sebelumnya 

tidak tersedia bagi mereka (Baker & McDonald, 2023). Dalam konteks 

Indonesia, koperasi memainkan peran penting dalam mendukung 

ekonomi lokal, terutama di daerah pedesaan dan pesisir. Koperasi 

nelayan di pesisir selatan Jawa Timur merupakan contoh konkret dari 

keberhasilan model ini. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (2023), koperasi nelayan di daerah tersebut telah berhasil 

meningkatkan pendapatan anggotanya melalui berbagai inisiatif seperti 

pengolahan hasil tangkapan, pemasaran bersama, dan pengembangan 

produk turunan. Inisiatif ini tidak hanya memberikan nilai tambah pada 

produk perikanan tetapi juga memperkuat posisi tawar nelayan di pasar.

Lebih jauh lagi, penelitian oleh Sari et al. (2024) menunjukkan bahwa 

koperasi nelayan tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan tetapi 

juga memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara anggota komunitas. 

Dalam studi tersebut, ditemukan bahwa anggota koperasi lebih cenderung 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan dibandingkan dengan 

non-anggota. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan koperasi dapat 

memperkuat jaringan sosial yang penting untuk pembangunan komunitas. 

Selain itu, dalam era digitalisasi saat ini, banyak koperasi nelayan mulai 

mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. 

Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (2023), penggunaan platform 

digital dalam pemasaran produk perikanan telah meningkat secara sig

nifikan, memungkinkan nelayan untuk menjangkau pasar yang lebih 

luas. Koperasi yang memanfaatkan teknologi digital dapat menawarkan 
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produk mereka secara langsung kepada konsumen tanpa perantara, 

sehingga meningkatkan margin keuntungan bagi anggota.
Namun, tantangan tetap ada. Serangkaian penelitian terhdaulu 

mengungkapkan bahwa meskipun banyak koperasi nelayan menunjukkan 
pertumbuhan positif, masih terdapat kendala dalam hal akses terhadap 
modal dan pelatihan keterampilan manajerial. Oleh karena itu, dukungan 
dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah sangat diperlukan untuk 
memastikan keberlanjutan dan perkembangan koperasi nelayan. Dengan 
demikian, koperasi dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan 
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan berbasis 
komunitas ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem ekonomi lokal yang 
lebih kuat dan resilient terhadap berbagai tantangan global.

Digitalisasi koperasi melibatkan penggunaan teknologi digital 
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional koperasi. 
Dengan memanfaatkan teknologi seperti sistem manajemen anggota, 
aplikasi pembayaran digital, dan platform e-commerce, koperasi dapat 
mengelola data anggota dengan lebih baik, mempercepat transaksi, dan 
memperluas pasar. Penelitian oleh International Cooperative Alliance 
(ICA) menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan transparansi, 
akuntabilitas, dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan (ICA, 
2023). Salah satu contoh sukses digitalisasi koperasi adalah Koperasi 
Simpan Pinjam di India yang menggunakan aplikasi mobile untuk 
layanan keuangan. Aplikasi ini memungkinkan anggota koperasi untuk 
melakukan transaksi keuangan secara real-time, mengakses informasi 
saldo, dan mengajukan pinjaman tanpa harus datang ke kantor koperasi. 
Hasilnya, koperasi ini mampu meningkatkan efisiensi operasional dan 
memberikan layanan yang lebih baik kepada anggotanya (Garsadi, 2023).

Di Indonesia, digitalisasi koperasi juga mulai berkembang pesat. 
Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM (2023), beberapa 
koperasi nelayan di pesisir selatan Jawa Timur telah mulai menggunakan 
teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya, 
koperasi nelayan di Pacitan menggunakan aplikasi mobile untuk 
mencatat hasil tangkapan dan transaksi penjualan. Aplikasi ini tidak 
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hanya memudahkan nelayan dalam mencatat hasil tangkapan tetapi 
juga membantu koperasi dalam mengelola data dan membuat keputusan 
yang lebih baik. Digitalisasi memungkinkan otomatisasi berbagai proses 
administrasi dan operasional, seperti pencatatan transaksi, pengelolaan 
anggota, dan pelaporan keuangan. Menurut Rachmat Taufik Garsadi, 
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, “Digitalisasi 
koperasi menjadi sebuah keniscayaan karena hal ini untuk menjawab 
tantangan persaingan ke depan yang begitu pesat” (Garsadi, 2023). 
Dengan digitalisasi, biaya administrasi dan operasional dapat ditekan 
karena berkurangnya penggunaan kertas serta kebutuhan untuk ruang 
fisik penyimpanan dokumen.

Sebuah studi oleh Puspitasari et al. (2021) menekankan bahwa 
digitalisasi dapat meningkatkan daya saing koperasi dengan memperluas 
jangkauan layanan yang ditawarkan. Transformasi digital ini akan 
meningkatkan pelayanan koperasi serta profesionalisme yang pada 
gilirannya akan meningkatkan kredibilitas koperasi di mata anggota dan 
calon anggota. Hal ini sangat penting mengingat pasar digital di Indonesia 
diperkirakan mencapai USD 125 miliar pada tahun 2025 (Garsadi, 
2023). Namun, tantangan tetap ada dalam proses digitalisasi ini. Survei 
oleh Kompas (2021) menunjukkan bahwa dari 123 ribu koperasi aktif 
di Indonesia, hanya 906 atau 0,73% yang telah mengadopsi teknologi 
digital. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dari pemerintah 
untuk mendorong percepatan digitalisasi melalui kebijakan dan program 
yang sesuai. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM, menyatakan 
bahwa transformasi digital bagi koperasi merupakan salah satu upaya 
untuk bertahan dan bersaing di masa pandemi COVID-19 (Tempo, 2022).

Koperasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan 
teknologi industri 4.0 yang semakin dinamis. Penelitian oleh Hamdani 
(2023) menyatakan bahwa keberhasilan digitalisasi pada koperasi sangat 
dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dalam memahami dan 
menggunakan teknologi baru. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan 
bagi pengurus serta anggota koperasi menjadi sangat penting. Dalam 
konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, 
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komunitas, dan media juga diperlukan untuk mendorong koperasi me
masuki ekosistem digital. Digitalisasi bukan hanya tentang penerapan 
teknologi tetapi juga tentang perubahan budaya organisasi yang 
mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, digitalisasi 
koperasi bukan hanya sekadar tren tetapi merupakan langkah strategis 
untuk mencapai efisiensi operasional yang lebih baik serta meningkatkan 
daya saing di pasar global. Melalui pendekatan berbasis teknologi ini, 
diharapkan koperasi dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta membuka lapangan kerja.

Sedangkan Fintech, atau teknologi finansial, merupakan inovasi 
teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengotomatisasi 
penyampaian layanan keuangan. Fintech mencakup berbagai aplikasi seperti 
pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi berbasis teknologi. 
Dalam ekonomi modern, fintech berperan penting dalam meningkatkan 
inklusi keuangan, mengurangi biaya transaksi, dan mempercepat akses 
ke layanan keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor 
fintech di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan, dengan 
total outstanding pembiayaan mencapai Rp 55,98 triliun pada Juli 2023, 
meningkat 22,41% dibandingkan tahun sebelumnya (Tempo, 2023). 
Salah satu contoh aplikasi fintech yang relevan untuk masyarakat pesisir 
adalah aplikasi pembayaran digital seperti GoPay dan OVO. Aplikasi 
ini memudahkan nelayan dalam melakukan transaksi tanpa harus 
menggunakan uang tunai. Dengan sistem pembayaran digital, nelayan 
dapat melakukan transaksi dengan lebih cepat dan aman, yang sangat 
penting dalam konteks ekonomi yang seringkali tidak stabil. Penelitian oleh 
Kamsidah dan Hanifah (2023) menunjukkan bahwa adopsi pembayaran 
digital di kalangan nelayan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi 
tetapi juga mengurangi risiko kehilangan uang tunai.

Selain itu, fintech juga dapat membantu nelayan dalam mengakses 
pinjaman modal usaha dengan lebih mudah dan cepat. Platform pinjaman 
online seperti KoinWorks dan Modalku memungkinkan nelayan untuk 
mengajukan pinjaman modal usaha tanpa harus melalui proses yang rumit 
dan memakan waktu. Hal ini sangat penting mengingat banyak nelayan 
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yang kesulitan mendapatkan akses ke lembaga keuangan tradisional. 
Sebuah studi oleh Arner et al. (2015) menekankan bahwa fintech 
memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan di negara-
negara berkembang dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya 
tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

Di Indonesia, fintech telah membantu ribuan orang mengakses 
layanan keuangan yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka, termasuk 
nelayan di pesisir selatan Jawa Timur. Menurut data dari Kementerian 
Koperasi dan UKM (2023), penggunaan fintech di kalangan koperasi 
nelayan telah meningkat secara signifikan. Misalnya, koperasi nelayan di 
Pacitan telah mulai menggunakan aplikasi mobile untuk mencatat hasil 
tangkapan dan transaksi penjualan. Aplikasi ini tidak hanya memudahkan 
nelayan dalam mencatat hasil tangkapan tetapi juga membantu koperasi 
dalam mengelola data dan membuat keputusan yang lebih baik. Namun, 
meskipun banyak manfaat yang ditawarkan oleh fintech, ada juga 
tantangan yang perlu diatasi. Studi terdahulu menunjukkan bahwa masih 
terdapat kesenjangan dalam pemahaman teknologi di kalangan nelayan, 
yang dapat menghambat adopsi fintech secara luas. Oleh karena itu, 
edukasi tentang penggunaan teknologi finansial menjadi sangat penting 
untuk memastikan bahwa semua anggota komunitas dapat memanfaatkan 
layanan ini dengan optimal.

Fintech juga memberikan peluang bagi pengembangan model 
bisnis baru yang lebih inklusif. Misalnya, crowdfunding dapat digunakan 
untuk mendukung proyek-proyek sosial atau ekonomi lokal di komunitas 
pesisir. Dengan adanya platform crowdfunding seperti KitaBisa.com, 
masyarakat dapat menggalang dana untuk inisiatif yang mendukung 
kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, 
lembaga keuangan, dan penyedia layanan fintech sangat diperlukan untuk 
menciptakan ekosistem yang mendukung inklusi keuangan. Menurut 
laporan dari Bank Dunia (2024), dukungan kebijakan yang tepat dapat 
mempercepat adopsi teknologi finansial di daerah-daerah terpencil dan 
meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dengan 
demikian, fintech bukan hanya sekadar alat untuk transaksi keuangan 
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tetapi juga merupakan solusi strategis untuk meningkatkan kesejahtera

an masyarakat pesisir melalui peningkatan akses terhadap layanan 

keuangan. Melalui pendekatan berbasis teknologi ini, diharapkan ko

perasi dan komunitas nelayan dapat berkontribusi lebih signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi lokal serta membuka peluang baru bagi 

pengembangan usaha mereka.

Model kebijakan dalam kerangka kerja yang digunakan untuk 

merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik. 

Dalam konteks pengembangan koperasi semi-digital untuk nelayan, 

pemahaman yang mendalam tentang model kebijakan sangat penting 

untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi 

lokal. Teori dan konsep dasar dari model kebijakan mencakup analisis 

kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi 

kebijakan. Menurut Dunn (2018), model kebijakan yang efektif 

harus mempertimbangkan konteks lokal, partisipasi masyarakat, dan 

keberlanjutan.

Analisis kebijakan melibatkan identifikasi masalah, penentuan 

tujuan, dan pemilihan alternatif kebijakan yang paling sesuai. Proses ini 

dimulai dengan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk 

memahami isu yang dihadapi. Menurut Tantuka (2024), keberhasilan 

analisis kebijakan sangat bergantung pada pendekatan berbasis bukti 

yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan data. Hal 

ini penting agar suara masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan 

dalam proses pengambilan keputusan.

Formulasi kebijakan melibatkan penyusunan rencana tindakan 

yang spesifik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kon

teks koperasi semi-digital, formulasi kebijakan harus mencakup stra

tegi untuk memfasilitasi adopsi teknologi digital oleh nelayan serta 

memberikan pelatihan dan dukungan teknis yang diperlukan. Penelitian 

oleh Hamdani (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan nelayan dalam 

proses perencanaan dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kebi
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jakan yang dihasilkan, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan 

implementasinya.
Implementasi kebijakan merupakan tahap di mana rencana tin

dakan dilaksanakan. Pada tahap ini, penting untuk memastikan bahwa 
semua pemangku kepentingan memahami peran mereka dan memiliki 
sumber daya yang cukup untuk melaksanakan rencana tersebut. Penelitian 
oleh Mulyadi (2016) menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antar 
lembaga dapat menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, 
kolaborasi antara pemerintah daerah, koperasi, dan komunitas nelayan 
sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak bergerak ke 
arah tujuan yang sama.

Evaluasi kebijakan merupakan tahap terakhir dalam model 
kebijakan, di mana hasil dan dampak dari kebijakan yang telah di
implementasikan dinilai. Evaluasi ini tidak hanya mencakup pengukuran 
pencapaian tujuan tetapi juga analisis dampak sosial dan ekonomi dari 
kebijakan tersebut. Menurut Ostrom (1990), partisipasi aktif masyarakat 
dalam proses evaluasi dapat memberikan wawasan berharga tentang 
efektivitas dan keberlanjutan kebijakan. Dalam konteks koperasi semi-
digital, evaluasi harus mempertimbangkan umpan balik dari nelayan 
mengenai bagaimana teknologi digital mempengaruhi kehidupan mereka.

Dalam konteks pengembangan koperasi semi-digital untuk nelayan, 
model kebijakan yang efektif harus melibatkan nelayan dalam setiap tahap 
proses kebijakan, dari perencanaan hingga evaluasi. Penelitian oleh Fan 
et al. (2022) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dapat mening
katkan legitimasi dan akseptabilitas kebijakan. Ketika nelayan merasa 
terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka lebih cenderung 
mendukung dan berpartisipasi dalam implementasinya.Mengintegrasikan 
perspektif lokal ke dalam model kebijakan juga penting untuk memastikan 
bahwa solusi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan spesifik komunitas 
nelayan. Misalnya, penelitian oleh Garsadi (2023) menunjukkan bahwa 
program pelatihan berbasis komunitas dapat meningkatkan keterampilan 
teknis nelayan dalam menggunakan teknologi digital, sehingga 
mempercepat adopsi inovasi baru.
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Keberlanjutan menjadi salah satu aspek kunci dalam model kebi
jakan. Kebijakan yang dirancang tanpa mempertimbangkan dampaknya 
terhadap lingkungan dan sosial dapat menyebabkan masalah jangka pan
jang bagi komunitas nelayan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan 
analisis dampak lingkungan sebelum menerapkan suatu kebijakan. 
Laporan oleh IISD (2021) menyatakan bahwa dukungan publik 
terhadap sektor perikanan harus diarahkan untuk mendorong praktik 
berkelanjutan agar tidak merusak sumber daya laut. Dengan demikian, 
model kebijakan yang efektif dalam pengembangan koperasi semi-digital 
untuk nelayan harus bersifat inklusif, berbasis bukti, dan berkelanjutan. 
Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta solusi yang tidak 
hanya memenuhi kebutuhan ekonomi nelayan tetapi juga mendukung 
keberlanjutan sumber daya laut.

Masyarakat pesisir memiliki nilai-nilai sosial yang kuat, seperti 
gotong royong, solidaritas, dan kearifan lokal. Nilai-nilai ini dapat 
dimanfaatkan dalam pengembangan kebijakan dengan melibatkan 
masyarakat dalam setiap tahap proses kebijakan, dari perencanaan hingga 
evaluasi. Penelitian menunjukkan bahwa koperasi nelayan yang meng
adopsi nilai-nilai sosial lokal cenderung lebih berhasil dalam meningkatkan 
kesejahteraan anggotanya. Misalnya, koperasi nelayan di Pacitan yang 
menerapkan prinsip gotong royong dalam pengelolaan sumber daya laut 
berhasil meningkatkan pendapatan nelayan hingga 30% (Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, 2023). Koperasi ini juga berhasil mengurangi 
konflik antar nelayan dengan menerapkan aturan yang disepakati bersama 
dan melibatkan semua anggota dalam pengambilan keputusan. Penelitian 
oleh Sari et al. (2022) menekankan bahwa partisipasi aktif anggota dalam 
pengambilan keputusan dapat menciptakan rasa kepemilikan yang lebih 
besar terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

Nilai gotong royong ini tidak hanya terlihat dalam pengelolaan 
sumber daya tetapi juga dalam tradisi dan budaya masyarakat pesisir. 
Sebagai contoh, tradisi “eretan” di Pacitan mencerminkan kearifan lokal 
dan semangat kebersamaan nelayan saat menangkap ikan. Dalam tradisi 
ini, nelayan bekerja sama untuk menarik jaring yang dipasang secara 
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kolektif, menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan 
bersama (Detik News, 2014). Koperasi nelayan di Pacitan telah berhasil 
meningkatkan pendapatan anggotanya melalui berbagai inisiatif seperti 
pengolahan hasil tangkapan, pemasaran bersama, dan pengembangan 
produk turunan. Dengan menerapkan prinsip gotong royong dalam 
pengelolaan sumber daya laut, koperasi ini tidak hanya membantu nelayan 
dalam meningkatkan pendapatan tetapi juga memperkuat solidaritas dan 
kerjasama di antara anggota komunitas. Kajian terhadap studi terdahulu 
juga menunjukkan bahwa koperasi yang mengedepankan nilai-nilai sosial 
lokal memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencapai 
tujuan ekonomi dan sosial.

Di Banyuwangi, koperasi nelayan telah mulai menggunakan 
teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya, 
mereka menggunakan aplikasi mobile untuk mencatat hasil tangkapan 
dan transaksi penjualan. Aplikasi ini tidak hanya memudahkan nelayan 
dalam mencatat hasil tangkapan tetapi juga membantu koperasi dalam 
mengelola data dan membuat keputusan yang lebih baik (Garsadi, 
2023). Digitalisasi ini memungkinkan koperasi untuk lebih responsif 
terhadap perubahan pasar dan kebutuhan anggota. Transformasi digital 
di Banyuwangi juga mencerminkan bagaimana nilai-nilai sosial dapat 
beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan mengintegrasikan 
teknologi ke dalam praktik tradisional mereka, koperasi nelayan dapat 
meningkatkan produktivitas tanpa kehilangan esensi kekeluargaan dan 
kerjasama yang telah menjadi bagian dari budaya mereka.

Nelayan di Lamongan telah mulai memanfaatkan aplikasi 
pembayaran digital seperti GoPay dan OVO untuk melakukan transaksi. 
Selain itu, mereka juga menggunakan platform pinjaman online 
seperti KoinWorks dan Modalku untuk mengakses pinjaman modal 
usaha. Hasilnya, nelayan dapat mengakses layanan keuangan dengan 
lebih mudah dan cepat, yang membantu mereka dalam meningkatkan 
produktivitas dan pendapatan (Tempo, 2023). Penggunaan fintech ini 
menunjukkan bagaimana inovasi teknologi dapat mendukung nilai-nilai 
sosial masyarakat pesisir. Dengan mempermudah akses ke modal dan 
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layanan keuangan, fintech membantu nelayan untuk lebih mandiri secara 
ekonomi sambil tetap mempertahankan jaringan sosial mereka.

Dengan demikian, nilai-nilai sosial lokal dapat menjadi aset yang 
berharga dalam pengembangan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. 
Melibatkan masyarakat pesisir dalam setiap tahap proses kebijakan tidak 
hanya akan menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan 
lokal tetapi juga akan memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab 
masyarakat terhadap implementasinya. Kebijakan yang mengintegrasikan 
nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan solidaritas akan lebih mu
dah diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan budaya mereka. 
Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk memahami 
dan menghargai nilai-nilai ini saat merancang program-program yang 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
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BAB IV

STUDI KASUS: 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

EKONOMI LOKAL, IMPLEMENTASI 
MODEL FINANCIAL & TECHNOLOGY 
(FINTECH) UNTUK UMKM DI PESISIR 

JAWA TIMUR

Di pesisir selatan Jawa Timur, kami menawarkan model kebijakan 
ekonomi lokal dengan fokus pada pemberdayaan nelayan 
melalui koperasi semi-digital. Koperasi ini, yang dikenal sebagai 

“KOSELA” (Koperasi Semi-Digital), bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan nelayan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk 
mengoptimalkan proses bisnis dan pemasaran hasil tangkapan mereka. 
Dengan mengadopsi teknologi digital, koperasi ini tidak hanya 
meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperluas akses pasar 
bagi nelayan. Sebagai contoh, di Kabupaten Malang, koperasi nelayan 
telah berhasil meningkatkan pendapatan anggotanya sebesar 30% dalam 
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dua tahun terakhir. Menurut laporan dari Dinas Koperasi dan UMKM 
Provinsi Jawa Timur (2023), koperasi-koperasi yang menerapkan model 
KOSELA menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam hal pen
dapatan dan partisipasi anggota. Model ini tidak hanya berfokus pada 
aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial seperti 
gotong royong dan solidaritas yang merupakan bagian integral dari 
budaya masyarakat pesisir.

Penerapan teknologi digital dalam koperasi nelayan di Jawa Timur 
mencakup inisiasi pembentukan koperasi semi digital sebagai wadah 
swadaya lokal untuk pencatatan hasil tangkapan, transaksi penjualan, dan 
pengelolaan data anggota. Dengan sistem ini, nelayan dapat melakukan 
transaksi secara lebih cepat dan akurat, serta mendapatkan informasi 
pasar yang lebih baik. Penelitian oleh Garsadi (2023) menunjukkan bahwa 
dukungan penggunaan aplikasi digital dalam koperasi telah meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Sehingga 
koperasi KOSELA dapat berperan dalam memberikan pelatihan kepada 
anggotanya tentang penggunaan teknologi digital. Hal ini penting untuk 
memastikan bahwa semua anggota dapat memanfaatkan teknologi tersebut 
dengan baik. Sebuah studi oleh Prabowo et al. (2023) menekankan bahwa 
pelatihan yang efektif dapat meningkatkan keterampilan teknis nelayan 
dalam menggunakan aplikasi digital, sehingga mempercepat adopsi 
teknologi dan meningkatkan produktivitas.

Adapun implementasi model KOSELA tidak hanya berdampak 
pada peningkatan pendapatan tetapi juga pada penguatan nilai-nilai sosial 
di masyarakat pesisir. Dengan mengedepankan prinsip gotong royong, 
koperasi ini diharapkan dapat menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat 
di antara anggotanya. Penelitian oleh Sari et al. (2022) menunjukkan 
bahwa partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan dan 
pengelolaan sumber daya laut dapat mengurangi konflik antar nelayan 
dan meningkatkan solidaritas komunitas. Selain itu, koperasi KOSELA 
juga dapat berkontribusi dalam pengembangan produk turunan dari 
hasil tangkapan laut, seperti olahan ikan yang memiliki nilai jual lebih 
tinggi. Dengan demikian, nelayan tidak hanya bergantung pada penjualan 
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hasil tangkapan segar tetapi juga dapat memanfaatkan potensi pasar 
olahan makanan laut yang semakin diminati (Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, 2023).

Di Banyuwangi, koperasi nelayan juga menerapkan model serupa 
dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi 
operasional. Koperasi di daerah ini telah mulai menggunakan aplikasi 
mobile untuk mencatat hasil tangkapan dan transaksi penjualan. Aplikasi 
ini membantu nelayan dalam mengelola data secara lebih efektif dan 
membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang 
akurat (Garsadi, 2023). Penggunaan teknologi digital di Banyuwangi 
menunjukkan bagaimana inovasi dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai 
sosial lokal. Masyarakat pesisir di Banyuwangi tetap mempertahankan 
tradisi kerjasama sambil mengadopsi teknologi baru, sehingga men
ciptakan sinergi antara modernitas dan kearifan lokal.

Sehingga penerapan fintech di kalangan nelayan juga menjadi 
bagian penting dari model kebijakan ini. Nelayan di Lamongan telah 
mulai memanfaatkan aplikasi pembayaran digital seperti GoPay dan 
OVO untuk melakukan transaksi sehari-hari. Selain itu, mereka meng
gunakan platform pinjaman online seperti KoinWorks dan Modalku 
untuk mengakses modal usaha dengan lebih mudah. Hasilnya, nelayan 
dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih cepat dan efisien, yang 
membantu mereka dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan 
(Tempo, 2023). Fintech memberikan kemudahan bagi nelayan untuk 
mendapatkan pinjaman tanpa harus melalui proses yang rumit seperti 
pada lembaga keuangan tradisional. Penelitian oleh Arner et al. (2015) 
menunjukkan bahwa fintech memiliki potensi besar untuk meningkatkan 
inklusi keuangan di negara-negara berkembang dengan menjangkau 
masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan 
konvensional.

Maka model kebijakan ekonomi lokal yang diterapkan melalui 
koperasi semi-digital seperti KOSELA menunjukkan bahwa pemanfaatan 
keragaman nilai-nilai sosial dapat menghasilkan solusi yang efektif untuk 
pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan melibatkan masyarakat dalam 
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setiap tahap proses kebijakan—dari perencanaan hingga evaluasi—kebi
jakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan 
lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, penting bagi 
pembuat kebijakan untuk memahami konteks sosial budaya masyarakat 
pesisir saat merancang program-program pemberdayaan ekonomi. 
Melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai sosial 
lokal, diharapkan akan tercipta kebijakan yang tidak hanya meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi tetapi juga memperkuat solidaritas komunitas.

Model fintech yang diterapkan dalam KOSELA mencakup sebuah 
sistem koperasi semi digital dengan penggunaan smartphone dan perangkat 
digital pendukung untuk transaksi keuangan, peminjaman modal, dan 
pemasaran produk. Konsep ini memungkinkan nelayan untuk mengakses 
layanan keuangan dengan lebih mudah dan transparan. Di Banyuwangi, 
aplikasi fintech lokal telah membantu lebih dari 600 UMKM nelayan 
untuk mendapatkan akses ke pinjaman mikro dengan bunga rendah, yang 
sebelumnya sulit mereka dapatkan melalui bank konvensional. Fintech 
berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di sektor per
ikanan. Menurut penelitian oleh Arner et al. (2015), fintech dapat 
menjembatani kesenjangan akses keuangan yang sering kali dialami oleh 
pelaku UMKM di negara berkembang. Dengan memanfaatkan teknologi 
digital, UMKM dapat mengakses berbagai layanan keuangan yang sebe
lumnya tidak tersedia bagi mereka. Di Banyuwangi sendiri, program 
fintech yang diterapkan telah memberikan dampak positif yang signifikan 
bagi nelayan. Melalui aplikasi mobile, nelayan dapat melakukan transaksi 
secara real-time, mengajukan pinjaman, dan memasarkan produk mereka 
dengan lebih efisien. Penelitian oleh Wibawa dan Anggitaria (2020) 
menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan digital membantu 
meningkatkan pendapatan dan produktivitas UMKM di daerah tersebut.

Model KOSELA memungkinkan nelayan untuk melakukan pen
catatan hasil tangkapan dan transaksi penjualan dengan lebih mudah. 
Dengan sistem ini, nelayan tidak perlu lagi bergantung pada metode 
manual yang sering kali rentan terhadap kesalahan dan kehilangan data. 
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Sebuah studi oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2023) menunjukkan 
bahwa digitalisasi proses pencatatan telah mengurangi waktu yang 
dibutuhkan untuk laporan keuangan hingga 50%, sehingga nelayan dapat 
lebih fokus pada kegiatan utama mereka. Selain itu, juga memberikan 
informasi pasar yang akurat kepada nelayan, sehingga mereka dapat 
menentukan harga jual yang kompetitif. Dengan adanya transparansi 
harga, nelayan dapat meminimalkan kerugian akibat harga jual yang tidak 
sesuai dengan kondisi pasar. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh 
Pusat Investasi Pemerintah (2024) yang menunjukkan bahwa penggunaan 
teknologi informasi dalam pemasaran produk perikanan meningkatkan 
daya saing produk lokal.

Salah satu fitur utama dari model fintech dalam KOSELA adalah 
kemudahan dalam peminjaman modal. Nelayan kini dapat mengajukan 
pinjaman mikro melalui platform fintech tanpa harus melalui proses 
rumit yang biasanya diterapkan oleh bank konvensional. Penelitian 
oleh Daniar et al. (2024) mencatat bahwa pinjaman mikro dengan 
bunga rendah telah membantu banyak nelayan untuk memperluas usaha 
mereka, membeli peralatan baru, atau meningkatkan kapasitas produksi. 
Contoh nyata dari keberhasilan ini terlihat pada koperasi nelayan di 
Banyuwangi, di mana lebih dari 600 UMKM telah mendapatkan akses 
ke pinjaman mikro dengan bunga rendah. Hal ini sangat penting karena 
banyak nelayan sebelumnya terjebak dalam siklus utang dengan rentenir 
karena keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal (Tempo, 2023). 
Dengan adanya fintech, nelayan kini memiliki alternatif yang lebih aman 
dan terjangkau untuk mendapatkan modal usaha.

Selain transaksi keuangan dan peminjaman modal, model KOSELA 
juga mencakup pemasaran produk melalui platform digital. Nelayan kini 
dapat memasarkan hasil tangkapan mereka langsung kepada konsumen 
melalui aplikasi e-commerce atau media sosial. Ini memungkinkan me
reka untuk mendapatkan harga yang lebih baik tanpa harus bergantung 
pada tengkulak atau perantara lainnya. Studi oleh Garsadi (2023) me
nunjukkan bahwa pemasaran digital telah membantu nelayan mening
katkan pendapatan mereka secara signifikan. Misalnya, koperasi nelayan 
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di Pacitan berhasil menjual produk olahan ikan secara online, sehingga 
memperluas jangkauan pasar mereka hingga ke kota-kota besar di 
Indonesia.

Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan oleh fintech, masih 
ada tantangan dalam implementasinya di kalangan nelayan. Salah satu 
tantangan utama adalah literasi digital yang masih rendah di antara 
sebagian besar anggota koperasi. Penelitian oleh Prabowo et al. (2023) 
menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang teknologi digital 
dapat menghambat adopsi fintech secara luas di kalangan nelayan. Untuk 
mengatasi tantangan ini, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait 
untuk menyediakan pelatihan dan edukasi tentang penggunaan teknologi 
finansial kepada masyarakat pesisir. Pelatihan ini harus mencakup cara 
menggunakan aplikasi mobile untuk transaksi keuangan serta pemahaman 
tentang manajemen keuangan dasar.

Inisiasi implementasi model fintech dalam KOSELA menunjukkan 
bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat 
pesisir sambil tetap mempertahankan nilai-nilai sosial lokal seperti 
gotong royong dan solidaritas. Dengan memanfaatkan teknologi digital, 
nelayan tidak hanya mendapatkan akses ke layanan keuangan tetapi 
juga membangun jaringan sosial yang kuat melalui koperasi. Kebijakan 
ekonomi lokal yang mengintegrasikan teknologi finansial harus terus 
didorong untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat pesisir 
dapat merasakan manfaatnya. Dengan pendekatan yang inklusif dan 
berbasis pada kebutuhan lokal, diharapkan akan tercipta ekosistem 
ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Dalam konteks KOSELA, teknologi digital berfungsi sebagai alat 
untuk memberdayakan nelayan dan meningkatkan efisiensi operasional. 
Sehingga memungkinkan nelayan untuk melakukan transaksi secara 
langsung dengan konsumen, mengurangi ketergantungan pada teng
kulak yang sering kali mengambil keuntungan besar dari hasil tangkapan 
nelayan. Penelitian oleh Garsadi (2023) menunjukkan bahwa pengguna
an aplikasi digital dalam koperasi nelayan di Malang telah meningkatkan 
pendapatan anggota hingga 30% dalam dua tahun terakhir. Jika pada 
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proyeksi masa mendatang dapat didukung dengan aplikasi, ini tidak 
hanya berfungsi sebagai platform transaksi, tetapi juga sebagai sumber 
informasi penting bagi nelayan. Dengan fitur yang menyediakan data 
tentang harga pasar dan ramalan cuaca, nelayan dapat membuat ke
putusan yang lebih baik mengenai kapan dan di mana mereka harus 
melaut. Menurut penelitian oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Perikanan (2024), akses terhadap informasi ini telah membantu nelayan 
mengurangi risiko kerugian akibat cuaca buruk dan fluktuasi harga.

Implementasi KOSELA di Kabupaten Malang nantinya tidak 
hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga sosial. Dengan 
mengedepankan nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan solidaritas, 
koperasi ini berhasil menciptakan komunitas yang lebih kohesif di antara 
para anggotanya. Penelitian oleh Sari et al. (2022) menunjukkan bahwa 
partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan 
sumber daya laut dapat mengurangi konflik antar nelayan dan 
meningkatkan solidaritas komunitas. Koperasi KOSELA juga berfungsi 
sebagai wadah bagi nelayan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. 
Dengan adanya forum diskusi dalam aplikasi, anggota koperasi dapat 
saling bertukar informasi mengenai teknik penangkapan ikan yang lebih 
efisien atau cara pengolahan hasil tangkapan yang lebih baik. Hal ini 
sejalan dengan temuan penelitian oleh Prabowo et al. (2023) yang mene
kankan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan produktivitas dan 
kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai perbandingan, koperasi nelayan di Banyuwangi juga 
menerapkan model serupa dengan memanfaatkan teknologi digital untuk 
meningkatkan efisiensi operasional. Di Banyuwangi, banyak koperasi telah 
mulai menggunakan aplikasi mobile untuk mencatat hasil tangkapan dan 
transaksi penjualan. Menurut laporan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 
Jawa Timur (2023), penggunaan teknologi ini telah membantu nelayan 
di Banyuwangi meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. 
Koperasi di Banyuwangi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai sosial 
lokal dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Masyarakat 
pesisir di Banyuwangi tetap mempertahankan tradisi kerjasama sambil 
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mengadopsi teknologi baru, sehingga menciptakan sinergi antara mo
dernitas dan kearifan lokal.

Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan oleh model KOSELA, 
masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam implementasinya. Salah 
satu tantangan utama adalah literasi digital yang masih rendah di kalangan 
sebagian besar anggota koperasi. Penelitian oleh Wibawa dan Anggitaria 
(2020) menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang teknologi 
digital dapat menghambat adopsi fintech secara luas di kalangan nelayan. 
Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi pemerintah dan lembaga 
terkait untuk menyediakan pelatihan dan edukasi tentang penggunaan 
teknologi finansial kepada masyarakat pesisir. Pelatihan ini harus men
cakup cara menggunakan aplikasi mobile untuk transaksi keuangan serta 
pemahaman tentang manajemen keuangan dasar.

Keberlanjutan model KOSELA sangat bergantung pada dukungan 
dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya 
masyarakat, dan sektor swasta. Kerjasama antara semua pemangku kepen
tingan ini sangat penting untuk memastikan bahwa program-program 
pemberdayaan ekonomi dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. 
Dalam hal ini, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam memberikan 
dukungan regulatif serta infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung 
pengembangan koperasi semi-digital seperti KOSELA. Menurut laporan 
dari Dinas Koperasi Malang (2024), dukungan pemerintah dalam bentuk 
pelatihan teknis dan penyediaan akses internet di daerah pesisir sangat 
diperlukan untuk mendorong adopsi teknologi digital secara luas.

KOSELA di Kabupaten Malang menunjukkan bagaimana teknologi 
dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat pesisir sambil 
tetap mempertahankan nilai-nilai sosial lokal seperti gotong royong 
dan solidaritas. Dengan memanfaatkan teknologi digital, nelayan tidak 
hanya mendapatkan akses ke layanan keuangan tetapi juga membangun 
jaringan sosial yang kuat melalui koperasi. Kebijakan ekonomi lokal 
yang mengintegrasikan teknologi finansial harus terus didorong untuk 
memastikan bahwa semua lapisan masyarakat pesisir dapat merasakan 
manfaatnya. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis pada 
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kebutuhan lokal, diharapkan akan tercipta ekosistem ekonomi yang ber
kelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Disisi lain, meskipun implementasi model fintech di KOSELA 
menunjukkan hasil yang positif, ada beberapa tantangan yang harus diatasi. 
Pertama, rendahnya literasi digital di kalangan nelayan memerlukan 
program pelatihan yang intensif. Kedua, infrastruktur digital yang ter
batas di daerah pesisir menghambat akses terhadap layanan fintech. 
Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan infrastruktur 
telekomunikasi dan menyediakan program pelatihan literasi digital yang 
berkelanjutan.

Rendahnya literasi digital merupakan tantangan utama dalam 
penerapan teknologi fintech di kalangan nelayan. Banyak nelayan 
yang belum terbiasa menggunakan teknologi modern untuk keperluan 
bisnis mereka. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kemenkominfo) dalam laporan tahun 2023, hanya sekitar 30% nelayan 
di Indonesia yang memiliki pemahaman dasar tentang penggunaan aplikasi 
digital untuk transaksi keuangan dan pemasaran produk (Kemenkominfo, 
2023). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus 
dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan digital di 
kalangan masyarakat pesisir. Penelitian oleh Sari et al. (2022) menekankan 
bahwa literasi digital sangat penting untuk meningkatkan daya saing 
nelayan dalam pasar global. Tanpa pemahaman yang memadai tentang 
teknologi, nelayan akan kesulitan untuk memanfaatkan aplikasi fintech 
secara efektif. Oleh karena itu, program pelatihan yang dirancang khusus 
untuk nelayan sangat diperlukan.

Sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya program 
pelatihan literasi digital yang intensif dan berkelanjutan bagi nelayan. 
Program ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan 
ponsel pintar hingga pemahaman tentang aplikasi perikanan dan 
pemasaran digital. Kemenkominfo telah meluncurkan program “Nelayan 
Go Digital,” yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknologi 
di kalangan nelayan melalui pelatihan dan sosialisasi (Kemenkominfo, 
2023). Pelatihan ini tidak hanya akan memberikan pemahaman dasar 
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tentang penggunaan teknologi tetapi juga akan mencakup strategi 
pemasaran menggunakan media sosial dan platform e-commerce. Dengan 
demikian, nelayan dapat memasarkan produk mereka secara langsung 
kepada konsumen tanpa harus bergantung pada tengkulak.

Selain literasi digital, tantangan lain yang dihadapi adalah infra
struktur digital yang terbatas di daerah pesisir. Banyak daerah pesisir 
di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam akses internet dan 
jaringan telekomunikasi yang stabil. Hal ini menghambat penggunaan 
aplikasi fintech dan layanan digital lainnya oleh nelayan. Menurut 
laporan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan (2024), 
sekitar 40% wilayah pesisir di Indonesia belum terjangkau oleh jaringan 
internet yang memadai. Tanpa akses internet yang baik, nelayan tidak 
dapat memanfaatkan aplikasi mobile untuk transaksi keuangan atau 
mendapatkan informasi pasar secara real-time. Untuk mengatasi masalah 
infrastruktur digital, pemerintah perlu berinvestasi dalam pengembangan 
jaringan telekomunikasi di daerah pesisir. Kerjasama antara pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, dan penyedia layanan telekomunikasi sangat 
penting untuk memastikan bahwa semua wilayah pesisir memiliki akses 
internet yang memadai. Kemenkominfo juga dapat berkolaborasi dengan 
perusahaan swasta untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di 
daerah terpencil. Program seperti “Internet Masuk Desa” dapat diperluas 
untuk mencakup lebih banyak desa nelayan agar mereka dapat terhubung 
dengan dunia luar (Kemenkominfo, 2023).

Sebagai contoh konkret dari upaya peningkatan literasi digital 
dan infrastruktur, program “Nelayan Go Digital” telah diluncurkan 
di beberapa daerah, termasuk Lamongan dan Rote Ndao. Program ini 
mencakup pelatihan bagi nelayan tentang penggunaan aplikasi digital 
untuk mendeteksi lokasi penangkapan ikan, mengetahui kondisi cuaca, 
serta memasarkan produk mereka secara online (Kemenkominfo, 2023; 
Rote Ndao News, 2023). Pelatihan ini juga mencakup informasi tentang 
cara menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran efektif. Dengan 
adanya pelatihan ini, para nelayan diharapkan dapat meningkatkan 
hasil tangkapan mereka sekaligus memperluas jangkauan pasar produk 
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perikanan. Selain pelatihan awal, pendampingan berkelanjutan juga sangat 
penting untuk memastikan keberhasilan adopsi teknologi oleh nelayan. 
Pendampingan dapat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau 
organisasi lokal yang memiliki pengalaman dalam bidang perikanan 
dan teknologi. Pendampingan ini harus mencakup bantuan teknis serta 
dukungan dalam hal manajemen usaha dan pemasaran produk. Menurut 
penelitian oleh Prabowo et al. (2023), keberadaan pendampingan ber
kelanjutan dapat membantu nelayan mengatasi masalah teknis yang 
mungkin mereka hadapi saat menggunakan aplikasi fintech. Tantangan 
dalam implementasi model fintech di KOSELA menunjukkan bahwa 
keberhasilan tidak hanya bergantung pada teknologi itu sendiri tetapi juga 
pada kesiapan masyarakat untuk mengadopsinya. Dengan meningkatkan 
literasi digital dan infrastruktur telekomunikasi, serta menyediakan 
pendampingan berkelanjutan bagi nelayan, kita dapat menciptakan 
ekosistem digital yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui 
pendekatan ini, diharapkan bahwa model kebijakan berbasis teknologi 
akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir dan 
membantu mereka mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

Sebagai jawaban, untuk mendukung pengembangan fintech 
di masyarakat pesisir, beberapa rekomendasi kebijakan dapat di
implementasikan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur 
digital di daerah pesisir. Kedua, program pendidikan dan literasi keuangan 
harus diperluas dan difokuskan pada kebutuhan spesifik masyarakat 
pesisir. Ketiga, perlindungan konsumen harus diperkuat dengan 
mengatur standar keamanan dan privasi data yang ketat. Keempat, kola
borasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal perlu 
ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem fintech yang inklusif dan 
berkelanjutan. Infrastruktur digital yang memadai sangat penting untuk 
mendukung pengembangan fintech di masyarakat pesisir. Di daerah-
daerah pesisir, akses internet yang stabil dan broadband gigabit-capable 
masih merupakan tantangan utama. Menurut Inside Telecom, hanya 
sekitar 60% premis di garis pantai memiliki akses ke broadband gigabit-
capable pada tahun 2022, yang jauh lebih rendah daripada area non-garis 
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pantai (Inside Telecom, 2023). Hal ini menghambat penggunaan aplikasi 
fintech dan layanan digital lainnya oleh nelayan.

Investasi dalam infrastruktur telekomunikasi dapat membantu 
mengatasinya. Contohnya, program ‘Project Gigabit’ dari pemerintah 
Inggris berusaha untuk menghubungi komunitas yang sulit dijangkau 
dengan broadband ultraspeed (Ultra-Fast Broadband) (Inside Telecom, 
2023). Meskipun demikian, di daerah-daerah yang tidak tertutup oleh 
skema ini, penyedia jaringan harus maju untuk menyediakan konektivitas 
fiber lengkap. Literasi digital dan keuangan merupakan faktor kritis dalam 
penggunaan fintech. Banyak nelayan yang belum terbiasa menggunakan 
teknologi modern untuk keperluan bisnis mereka. Untuk mengatasi ini, 
perlu adanya program pendidikan dan literasi keuangan yang intensif 
dan berkelanjutan. Program ‘Nelayan Go Digital’, yang diluncurkan 
oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, merupakan contoh 
nyata dari upaya meningkatkan keterampilan teknologi di kalangan 
nelayan (Roten Dao News, 2023). Program ini mencakup pelatihan 
tentang penggunaan aplikasi digital untuk deteksi lokasi penangkapan 
ikan, prediksi cuaca, dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang 
tepat. Dengan demikian, nelayan dapat meningkatkan produktivitas dan 
efisiensi operasional mereka.

Perlindungan konsumen juga merupakan aspek penting dalam 
pengembangan fintech. Data sensitif seperti nomor kartu debit/kredit 
dan detail keuangan harus dijaga dengan ketat untuk mencegah kejahatan 
cyber. Standar keamanan dan privasi data yang ketat harus diberlakukan 
untuk memastikan bahwa penggunaan fintech aman dan terpercaya. 
Penelitian oleh Sari et al. (2022) menekankan pentingnya perlindungan 
konsumen dalam pengembangan fintech. Perlindungan ini tidak hanya 
melindungi individu tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat 
terhadap sistem keuangan digital.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas 
lokal sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem fintech yang 
inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini dapat membantu dalam 
pengembangan infrastruktur digital, pelatihan literasi keuangan, dan 
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pengawasan perlindungan konsumen. Guy Miller, CEO MS3 Networks, 
menekankan pentingnya kerjasama multi-stakeholder dalam mengatasi 
digital divide di garis pantai Inggris. Dia menyatakan bahwa investasi dari 
pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan bahwa 
semua komunitas memiliki akses yang sama ke teknologi canggih (Inside 
Telecom, 2023). Serta mewujudkan ekosistem fintech yang inklusif dan 
berkelanjutan dengan melibatkan semua stakeholder. Dengan demikian, 
pengembangan fintech tidak hanya fokus pada aspek ekonomi tetapi 
juga sosial dan lingkungan. Royal Haskoning DHV mencontohkan 
bagaimana integrasi teknologi digital dapat membantu masyarakat pesisir 
dalam menghadapi perubahan pantai. Projek ‘Sand Engine’ di Bacton 
Terminal menggunakan digital twin untuk memonitor dan memprediksi 
perubahan pantai, memberikan kepastian dan waktu bagi masyarakat 
untuk beradaptasi (Royal Haskoning DHV, 2023).

Rangkaian rekomendasi kebijakan yang disebutkan di atas dapat 
membantu mendukung pengembangan fintech di masyarakat pesisir. 
Dengan meningkatkan infrastruktur digital, memperluas program 
pendidikan dan literasi keuangan, memperkuat perlindungan kon
sumen, dan meningkatkan kolaborasi multi-stakeholder, kita dapat 
menciptakan ekosistem fintech yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini 
tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan tetapi 
juga memperkuat jaringan sosial dan lingkungan di garis pantai. Dengan 
demikian, pengembangan fintech dapat menjadi motor penggerak bagi 
pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dalam pengembangan 
fintech di komunitas pesisir. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat 
dilibatkan dalam setiap tahap pengembangan dan implementasi teknologi. 
Di Pacitan, misalnya, nelayan dan keluarganya dilibatkan dalam pelatihan 
penggunaan aplikasi fintech, yang tidak hanya meningkatkan literasi 
keuangan mereka tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap 
teknologi tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini sangat 
penting karena dapat meningkatkan efektivitas program-program yang 
dilaksanakan. Menurut penelitian oleh Ashoer et al. (2022), partisipasi 
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aktif masyarakat dalam edukasi fintech dapat meningkatkan pemahaman 
mereka tentang teknologi keuangan, dengan rata-rata pemahaman 
peserta mencapai 74% setelah mengikuti program edukasi (Ashoer et al., 
2022). Hal ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat dilibatkan secara 
langsung, mereka lebih cenderung untuk memahami dan mengadopsi 
teknologi baru. Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan literasi 
keuangan tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan yang lebih besar 
terhadap teknologi yang diperkenalkan. Ketika nelayan merasa bahwa 
mereka adalah bagian dari proses pengembangan, mereka lebih mungkin 
untuk menggunakan dan memanfaatkan aplikasi fintech dengan efektif. 
Penelitian oleh Prabowo et al. (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan 
masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan teknologi 
dapat meningkatkan keberhasilan implementasi program-program ter
sebut.

Di Pacitan, program pelatihan yang melibatkan nelayan dan 
keluarganya telah membuktikan hal ini. Dengan melibatkan anggota ke
luarga nelayan, pengetahuan tentang penggunaan aplikasi fintech tidak 
hanya terbatas pada nelayan saja, tetapi juga meluas ke anggota keluarga 
lainnya yang mungkin terlibat dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. 
Hal ini sejalan dengan temuan dari Bank Dunia (2024) yang menyatakan 
bahwa inklusi finansial dapat ditingkatkan melalui pendekatan berbasis 
komunitas yang melibatkan semua anggota keluarga. Program edukasi 
tentang fintech di Pacitan dirancang untuk memenuhi kebutuhan 
spesifik masyarakat pesisir. Pelatihan ini mencakup penggunaan aplikasi 
mobile untuk transaksi keuangan, peminjaman modal, dan pemasaran 
produk. Menurut laporan dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023), 
pelatihan ini telah berhasil menjangkau lebih dari 500 nelayan di daerah 
tersebut. Edukasi ini tidak hanya memberikan pengetahuan dasar tentang 
penggunaan aplikasi tetapi juga melatih peserta untuk memahami konsep-
konsep keuangan yang lebih kompleks seperti manajemen anggaran dan 
investasi. Dengan demikian, nelayan tidak hanya menjadi pengguna pasif 
teknologi tetapi juga dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih 
baik.
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Partisipasi masyarakat dalam pengembangan fintech juga ber

dampak positif pada hubungan sosial di komunitas pesisir. Ketika masya

rakat bekerja sama untuk mempelajari dan menerapkan teknologi baru, 

hal ini dapat memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Penelitian 

oleh Sari et al. (2022) menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pelatihan 

teknologi dapat meningkatkan solidaritas sosial dan memperkuat jaringan 

dukungan di antara anggota komunitas. Di Pacitan, kegiatan pelatihan 

sering kali diadakan secara kolektif, di mana nelayan berkumpul untuk 

belajar bersama. Ini menciptakan suasana saling mendukung dimana 

peserta dapat bertanya dan berbagi pengalaman satu sama lain. Dengan 

cara ini, pendidikan tentang fintech menjadi lebih dari sekadar transfer 

pengetahuan; ia juga menjadi sarana untuk membangun komunitas yang 

lebih kuat.

Meskipun partisipasi masyarakat memiliki banyak manfaat, ada 

tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keterlibatan yang efektif. 

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan 

sebagian besar nelayan. Menurut penelitian oleh Wibawa & Anggitaria 

(2020), banyak nelayan yang belum terbiasa menggunakan teknologi 

modern untuk keperluan bisnis mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, 

penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan program 

pelatihan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan nelayan. 

Program pelatihan harus mencakup cara menggunakan aplikasi fintech 

secara praktis serta pemahaman tentang manfaat penggunaan teknologi 

dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendukung partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan fintech, beberapa rekomendasi kebijakan dapat 

diimplementasikan:

1.	 Peningkatan Infrastruktur Digital: Pemerintah perlu berinvestasi 

dalam infrastruktur digital di daerah pesisir agar akses internet 

menjadi lebih baik dan stabil.

2.	 Program Pendidikan Berkelanjutan: Edukasi mengenai fintech 

harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai 

elemen masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan pemuda.
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3.	 Pendampingan Berbasis Komunitas: Lembaga swadaya masyarakat 
atau organisasi lokal dapat berperan sebagai pendamping bagi 
nelayan dalam mengadopsi teknologi baru.

4.	 Kampanye Kesadaran Publik: Kampanye untuk meningkatkan 
kesadaran tentang manfaat fintech harus dilakukan agar masyarakat 
memahami pentingnya adopsi teknologi ini.

5.	 Kolaborasi Multi-Stakeholder: Kerjasama antara pemerintah, sektor 
swasta, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk menciptakan 
ekosistem fintech yang inklusif dan berkelanjutan.

Maka partisipasi masyarakat adalah elemen kunci dalam pengem
bangan fintech di komunitas pesisir seperti Pacitan. Dengan melibatkan 
nelayan dan keluarganya dalam setiap tahap pengembangan dan imple
mentasi teknologi, kita tidak hanya meningkatkan literasi keuangan tetapi 
juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap teknologi tersebut. Melalui 
pendekatan partisipatif ini, diharapkan bahwa fintech dapat menjadi alat 
pemberdayaan ekonomi yang efektif bagi masyarakat pesisir.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan teknologi, 
termasuk fintech, terbukti dapat meningkatkan tingkat adopsi dan 
keberlanjutan program. Sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal 
“Community Development Journal” menemukan bahwa partisipasi 
masyarakat dalam proyek teknologi di daerah pedesaan Indonesia 
meningkatkan keberhasilan proyek hingga 45% (Ashoer et al., 2022). 
Hal ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat dilibatkan secara langsung 
dalam proses pengembangan, mereka lebih cenderung untuk menerima 
dan memanfaatkan teknologi yang diperkenalkan. Partisipasi masyarakat 
bukan hanya sekadar keikutsertaan; ia mencerminkan keterlibatan 
yang mendalam dalam setiap tahap pengembangan teknologi. Ketika 
masyarakat terlibat dalam proses ini, mereka dapat memberikan masukan 
yang berharga mengenai kebutuhan dan preferensi lokal. Penelitian oleh 
Prabowo et al. (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam 
pengambilan keputusan terkait penggunaan teknologi dapat meningkatkan 
relevansi dan efektivitas program-program tersebut. Dengan memahami 
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konteks lokal, pengembang fintech dapat menciptakan solusi yang lebih 
sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Di Pacitan, nelayan dan keluarganya dilibatkan dalam pelatihan 
penggunaan aplikasi fintech. Program ini tidak hanya meningkatkan 
literasi keuangan mereka tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan 
terhadap teknologi tersebut. Menurut laporan dari Kementerian Koperasi 
dan UKM (2023), pelatihan ini telah menjangkau lebih dari 500 nelayan, 
dan hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan 
aplikasi fintech oleh peserta. Adapun dampak positif dari Partisipasi 
Masyarakat sebagai berikut: 
1.	 Peningkatan Keberhasilan Proyek: Partisipasi aktif masyarakat 

dapat meningkatkan keberhasilan proyek hingga 45%, seperti 
yang ditemukan dalam penelitian oleh Ashoer et al. (2022). Ketika 
masyarakat merasa memiliki proyek tersebut, mereka cenderung 
berinvestasi lebih banyak waktu dan sumber daya untuk memastikan 
keberhasilannya.

2.	 Identifikasi Kebutuhan Lokal: Melalui partisipasi, masyarakat 
dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi lokal 
yang mungkin tidak terdeteksi oleh pengembang teknologi. Hal 
ini memungkinkan pengembangan solusi yang lebih relevan dan 
bermanfaat bagi pengguna.

3.	 Meningkatkan Rasa Kepemilikan: Ketika masyarakat terlibat dalam 
proses pengambilan keputusan, mereka merasa memiliki proyek 
tersebut. Rasa kepemilikan ini mendorong mereka untuk lebih aktif 
menggunakan teknologi yang diperkenalkan.

4.	 Penguatan Jaringan Sosial: Kegiatan kolaboratif dalam pelatihan 
atau forum diskusi dapat memperkuat jaringan sosial di komunitas. 
Penelitian oleh Sari et al. (2022) menunjukkan bahwa kolaborasi 
dalam pelatihan teknologi dapat meningkatkan solidaritas sosial di 
antara anggota komunitas.

Meskipun manfaat partisipasi masyarakat sangat besar, ada 
beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keterlibatan 



54 Model Pengembangan Kebijakan “KOSELA”

yang efektif:
1.	 Rendahnya Literasi Digital: Banyak nelayan yang belum terbiasa 

menggunakan teknologi modern untuk keperluan bisnis mereka. 
Menurut Wibawa & Anggitaria (2020), kurangnya pemahaman 
tentang teknologi digital dapat menghambat adopsi fintech secara 
luas di kalangan nelayan.

2.	 Akses Terbatas ke Teknologi: Di beberapa daerah pesisir, akses ke 
perangkat teknologi dan internet masih menjadi masalah. Tanpa 
akses yang memadai, partisipasi masyarakat akan terbatas.

3.	 Keterbatasan Waktu: Nelayan seringkali memiliki jadwal kerja yang 
padat, sehingga sulit bagi mereka untuk meluangkan waktu untuk 
mengikuti pelatihan atau kegiatan partisipatif lainnya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam pengembangan fintech, beberapa rekomendasi 
kebijakan dapat diterapkan:
1.	 Program Pelatihan Berkelanjutan: Pemerintah dan organisasi 

non-pemerintah harus menyediakan program pelatihan yang 
berkelanjutan tentang literasi digital dan penggunaan aplikasi 
fintech. Pelatihan ini harus dirancang dengan mempertimbangkan 
waktu dan kebutuhan nelayan.

2.	 Peningkatan Infrastruktur Digital: Investasi dalam infrastruktur 
digital sangat penting untuk memastikan akses internet yang stabil 
di daerah pesisir. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah 
serta penyedia layanan telekomunikasi diperlukan untuk mencapai 
tujuan ini.

3.	 Kampanye Kesadaran Publik: Kampanye kesadaran tentang manfaat 
fintech harus dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya 
adopsi teknologi ini. Kampanye ini dapat mencakup lokakarya, 
seminar, atau penggunaan media sosial untuk menjangkau audiens 
yang lebih luas.

4.	 Pendampingan Komunitas: Lembaga swadaya masyarakat atau 
organisasi lokal dapat berperan sebagai pendamping bagi nelayan 
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dalam mengadopsi teknologi baru, membantu mereka mengatasi 
tantangan teknis yang mungkin mereka hadapi.

5.	 Kolaborasi Multi-Stakeholder: Kolaborasi antara pemerintah, 
sektor swasta, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk 
menciptakan ekosistem fintech yang inklusif dan berkelanjutan.

Sehingga partisipasi masyarakat adalah elemen kunci dalam 
pengembangan fintech di komunitas pesisir seperti Pacitan. Dengan 
melibatkan nelayan dan keluarganya dalam setiap tahap pengembangan 
dan implementasi teknologi, kita tidak hanya meningkatkan literasi 
keuangan tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap teknologi 
tersebut. Melalui pendekatan partisipatif ini, diharapkan bahwa fintech 
dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi yang efektif bagi masyarakat 
pesisir.

Di Pacitan, program pelatihan penggunaan aplikasi fintech 
melibatkan nelayan dan keluarganya dalam setiap tahap pengembangan. 
Pelatihan ini mencakup penggunaan aplikasi untuk transaksi keuangan, 
peminjaman modal, dan pemasaran produk. Hasilnya, tingkat adopsi 
teknologi di kalangan nelayan meningkat signifikan, dan pendapatan 
mereka juga mengalami peningkatan. Partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan fintech sangat penting karena dapat meningkatkan keber
hasilan dan keberlanjutan program. Ketika masyarakat terlibat dalam 
setiap tahap pengembangan, mereka tidak hanya menjadi pengguna 
tetapi juga pemangku kepentingan yang aktif. Menurut penelitian yang 
diterbitkan di Community Development Journal, partisipasi masya
rakat dalam proyek teknologi di daerah pedesaan Indonesia dapat 
meningkatkan keberhasilan proyek hingga 45% (Ashoer et al., 2022). 
Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat berkontribusi 
pada efektivitas dan relevansi teknologi yang dikembangkan.

Di Pacitan, pelatihan yang melibatkan nelayan dan keluarganya tidak 
hanya meningkatkan literasi keuangan mereka tetapi juga memperkuat 
rasa kepemilikan terhadap teknologi tersebut. Dengan melibatkan anggota 
keluarga nelayan, pengetahuan tentang penggunaan aplikasi fintech tidak 
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hanya terbatas pada nelayan tetapi juga meluas ke anggota keluarga 
lainnya yang mungkin terlibat dalam pengelolaan keuangan rumah 
tangga. Penelitian oleh Prabowo et al. (2023) menekankan bahwa inklusi 
finansial dapat ditingkatkan melalui pendekatan berbasis komunitas. 
Program pelatihan yang dilaksanakan di Pacitan mencakup berbagai aspek 
penggunaan aplikasi fintech. Peserta dilatih untuk melakukan transaksi 
keuangan secara digital, mengajukan pinjaman modal melalui platform 
fintech, serta memasarkan produk mereka secara online. Pelatihan ini 
dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat pesisir, 
dengan mempertimbangkan konteks lokal dan tantangan yang mereka 
hadapi.

Menurut laporan dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023), 
lebih dari 500 nelayan telah mengikuti program pelatihan ini, dan 
hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan aplikasi 
fintech oleh peserta. Sebuah survei yang dilakukan setelah pelatihan 
menunjukkan bahwa 80% peserta merasa lebih percaya diri dalam 
menggunakan aplikasi untuk transaksi keuangan sehari-hari.

Berikut merupakan dampak Positif dari Partisipasi Masyarakat
1.	 Peningkatan Keberhasilan Proyek: Dengan melibatkan masyarakat 

secara aktif, proyek pelatihan fintech di Pacitan telah menunjukkan 
hasil yang positif. Penelitian oleh Ashoer et al., (2022) mencatat 
bahwa partisipasi aktif dapat meningkatkan keberhasilan proyek 
hingga 45%, sehingga menekankan pentingnya keterlibatan masya
rakat.

2.	 Identifikasi Kebutuhan Lokal: Melalui partisipasi, nelayan dapat 
membantu mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi lokal yang 
mungkin tidak terdeteksi oleh pengembang teknologi. Hal ini 
memungkinkan pengembangan solusi yang lebih relevan dan ber
manfaat bagi pengguna.

3.	 Meningkatkan Rasa Kepemilikan: Ketika masyarakat terlibat dalam 
proses pengambilan keputusan, mereka merasa memiliki proyek 
tersebut. Rasa kepemilikan ini mendorong mereka untuk lebih aktif 
menggunakan teknologi yang diperkenalkan.
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4.	 Penguatan Jaringan Sosial: Kegiatan kolaboratif dalam pelatihan 
atau forum diskusi dapat memperkuat jaringan sosial di komunitas. 
Penelitian oleh Sari et al. (2022) menunjukkan bahwa kolaborasi 
dalam pelatihan teknologi dapat meningkatkan solidaritas sosial di 
antara anggota komunitas.

Meskipun manfaat partisipasi masyarakat sangat besar, ada be
berapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keterlibatan yang 
efektif:
1.	 Rendahnya Literasi Digital: Banyak nelayan yang belum terbiasa 

menggunakan teknologi modern untuk keperluan bisnis mereka. 
Menurut penelitian oleh Wibawa & Anggitaria (2020), kurangnya 
pemahaman tentang teknologi digital dapat menghambat adopsi 
fintech secara luas di kalangan nelayan.

2.	 Akses Terbatas ke Teknologi: Di beberapa daerah pesisir, akses ke 
perangkat teknologi dan internet masih menjadi masalah. Tanpa 
akses yang memadai, partisipasi masyarakat akan terbatas.

3.	 Keterbatasan Waktu: Nelayan seringkali memiliki jadwal kerja yang 
padat, sehingga sulit bagi mereka untuk meluangkan waktu untuk 
mengikuti pelatihan atau kegiatan partisipatif lainnya.

Sebagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut dan mening
katkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan fintech, beberapa 
rekomendasi kebijakan dapat diterapkan:
1.	 Program Pelatihan Berkelanjutan: Pemerintah dan organisasi non-

pemerintah harus menyediakan program pelatihan yang berke
lanjutan tentang literasi digital dan penggunaan aplikasi fintech. 
Pelatihan ini harus dirancang dengan mempertimbangkan waktu 
dan kebutuhan nelayan.

2.	 Peningkatan Infrastruktur Digital: Investasi dalam infrastruktur 
digital sangat penting untuk memastikan akses internet yang stabil 
di daerah pesisir. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah 
serta penyedia layanan telekomunikasi diperlukan untuk mencapai 
tujuan ini.
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3.	 Kampanye Kesadaran Publik: Kampanye kesadaran tentang manfaat 
fintech harus dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya 
adopsi teknologi ini.

4.	 Pendampingan Komunitas: Lembaga swadaya masyarakat atau 
organisasi lokal dapat berperan sebagai pendamping bagi nelayan 
dalam mengadopsi teknologi baru.

5.	 Kolaborasi Multi-Stakeholder: Kolaborasi antara pemerintah, 
sektor swasta, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk men
ciptakan ekosistem fintech yang inklusif dan berkelanjutan.

Studi kasus partisipasi masyarakat di Pacitan menunjukkan bahwa 
keterlibatan nelayan dan keluarganya dalam pengembangan fintech sangat 
penting untuk meningkatkan literasi keuangan serta rasa kepemilikan 
terhadap teknologi tersebut. Melalui program pelatihan yang dirancang 
dengan baik dan melibatkan semua elemen masyarakat, kita dapat 
menciptakan solusi fintech yang lebih relevan dan bermanfaat bagi 
pengguna di komunitas pesisir. Meskipun partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan fintech menunjukkan hasil yang positif, ada beberapa 
tantangan yang harus diatasi. Pertama, rendahnya literasi digital di kalangan 
masyarakat pesisir memerlukan program pelatihan yang intensif. Kedua, 
keterbatasan sumber daya dan dana juga menjadi hambatan utama. Solusi 
yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan dukungan finansial 
dan teknis yang memadai untuk program pelatihan dan pendampingan. 
Rendahnya literasi digital merupakan salah satu tantangan utama yang 
dihadapi oleh masyarakat pesisir dalam mengadopsi teknologi fintech. 
Menurut penelitian oleh Rakhman (2023), literasi digital di kalangan 
masyarakat pesisir masih tergolong rendah, dengan hanya sekitar 30% 
dari populasi yang memiliki pemahaman dasar tentang penggunaan 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini berdampak pada 
kemampuan mereka untuk memanfaatkan aplikasi fintech secara efektif.

Literasi digital mencakup kemampuan untuk memahami, meng
gunakan, dan berpartisipasi dalam dunia digital yang semakin kom
pleks. Tanpa keterampilan ini, masyarakat pesisir akan kesulitan untuk 



59Koperasi Semi-Digital Pengembangan Ekonomi Lokal Nelayan

mengakses layanan keuangan digital, yang pada gilirannya menghambat 
inklusi finansial. Penelitian oleh Wibawa dan Anggitaria (2020) menun
jukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang teknologi digital dapat 
menghambat adopsi fintech secara luas di kalangan nelayan. Selain ren
dahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya dan dana juga menjadi 
hambatan utama dalam pengembangan fintech di masyarakat pesisir. 
Banyak nelayan yang tidak memiliki akses ke perangkat teknologi yang 
diperlukan, seperti smartphone atau komputer, serta koneksi internet 
yang stabil. Menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Infor
matika (2023), sekitar 40% wilayah pesisir di Indonesia masih belum 
terjangkau oleh jaringan internet yang memadai. Keterbatasan dana juga 
menjadi masalah bagi banyak nelayan yang ingin mengikuti program 
pelatihan atau mengadopsi teknologi baru. Tanpa dukungan finansial 
yang memadai, mereka mungkin tidak dapat menginvestasikan waktu 
atau sumber daya untuk belajar tentang aplikasi fintech atau membeli 
perangkat yang diperlukan.

Selanjutnya, sebagai upaya untuk mengatasi tantangan ini, beberapa 
solusi dapat diterapkan:
1.	 Program Pelatihan Intensif: Pemerintah dan organisasi non-peme

rintah perlu menyediakan program pelatihan literasi digital yang 
intensif dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Program ini 
harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik 
nelayan dan harus mencakup penggunaan aplikasi fintech untuk 
transaksi keuangan, peminjaman modal, dan pemasaran produk.

2.	 Sebuah studi oleh Rakhman (2023) menunjukkan bahwa program 
pelatihan yang melibatkan metode praktis dan interaktif dapat 
meningkatkan pemahaman peserta tentang teknologi digital. 
Pelatihan ini dapat dilakukan melalui lokakarya, seminar, atau sesi 
pelatihan langsung di lapangan.

3.	 Dukungan Finansial: Penyediaan dukungan finansial sangat penting 
untuk membantu nelayan mengakses teknologi baru. Pemerintah 
dapat menyediakan subsidi atau bantuan keuangan untuk pembelian 
perangkat teknologi serta biaya pelatihan. Selain itu, lembaga 
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keuangan mikro dapat menawarkan pinjaman dengan bunga ren
dah untuk membantu nelayan berinvestasi dalam teknologi.

Menurut laporan dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023), 
akses terhadap pinjaman mikro dengan bunga rendah telah membantu 
banyak nelayan untuk memperluas usaha mereka dan membeli peralatan 
baru. Investasi dalam infrastruktur digital sangat penting untuk memas
tikan akses internet yang stabil di daerah pesisir. Kerjasama antara peme
rintah pusat dan daerah serta penyedia layanan telekomunikasi diperlukan 
untuk mencapai tujuan ini. Program seperti “Internet Masuk Desa” harus 
diperluas untuk mencakup lebih banyak desa nelayan agar mereka dapat 
terhubung dengan dunia luar (Kemenkominfo, 2023). Dengan akses 
internet yang baik, nelayan akan lebih mudah menggunakan aplikasi 
fintech.

Pendampingan Berbasis Komunitas: Lembaga swadaya masyarakat 
atau organisasi lokal dapat berperan sebagai pendamping bagi nelayan 
dalam mengadopsi teknologi baru. Pendampingan ini harus mencakup 
bantuan teknis serta dukungan dalam hal manajemen usaha dan 
pemasaran produk. Penelitian oleh Prabowo et al. (2023) menunjukkan 
bahwa keberadaan pendampingan berkelanjutan dapat membantu 
nelayan mengatasi masalah teknis yang mungkin mereka hadapi saat 
menggunakan aplikasi fintech. Kolaborasi Multi-Stakeholder: Kolaborasi 
antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal sangat diperlukan 
untuk menciptakan ekosistem fintech yang inklusif dan berkelanjutan. 
Kerjasama ini dapat mencakup penyediaan sumber daya, dukungan teknis, 
serta promosi penggunaan teknologi di kalangan masyarakat pesisir.

Meskipun partisipasi masyarakat dalam pengembangan fintech 
menunjukkan hasil yang positif, tantangan seperti rendahnya literasi 
digital dan keterbatasan sumber daya harus diatasi agar adopsi teknologi 
dapat berjalan dengan efektif. Dengan menyediakan dukungan finansial 
dan teknis yang memadai serta meningkatkan program pelatihan literasi 
digital, kita dapat memberdayakan masyarakat pesisir untuk memanfaatkan 
teknologi fintech secara optimal. Melalui pendekatan kolaboratif ini, 
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diharapkan bahwa pengembangan fintech akan memberikan manfaat 
jangka panjang bagi masyarakat pesisir dan membantu meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi mereka.

Berdasarkan uraian pada poin-poin yang telah diuraikan 
sebelumnya, perlu ada upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengembangan fintech. Beberapa rekomendasi kebijakan dapat 
diimplementasikan untuk mencapai tujuan ini. Pertama, pemerintah 
perlu menyediakan dukungan finansial dan teknis yang memadai 
untuk program pelatihan dan pendampingan. Keterbatasan dana sering 
kali menjadi hambatan utama bagi nelayan dan pelaku UMKM dalam 
mengadopsi teknologi baru. Menurut laporan dari Kementerian Koperasi 
dan UKM (2023), akses terhadap pinjaman mikro dengan bunga rendah 
telah membantu banyak nelayan untuk memperluas usaha mereka dan 
membeli peralatan baru. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah 
untuk menyediakan subsidi atau bantuan keuangan bagi program-
program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan literasi digital 
dan penggunaan aplikasi fintech. Dukungan teknis juga sangat penting. 
Pelatihan harus mencakup tidak hanya penggunaan aplikasi tetapi juga 
pemahaman tentang manajemen keuangan yang lebih luas. Sebuah studi 
oleh Rakhman (2023) menunjukkan bahwa pelatihan yang melibatkan 
metode praktis dan interaktif dapat meningkatkan pemahaman peserta 
tentang teknologi digital.

Kedua, program pendidikan dan literasi digital harus difokuskan 
pada kebutuhan spesifik masyarakat pesisir. Program ini harus dirancang 
dengan mempertimbangkan konteks lokal, termasuk tantangan yang 
dihadapi masyarakat pesisir dalam mengakses teknologi. Pendidikan 
tentang fintech harus mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan 
aplikasi mobile untuk transaksi keuangan hingga pemahaman tentang 
investasi dan pengelolaan risiko. Penelitian oleh Prabowo et al. (2023) 
menekankan bahwa pendekatan berbasis komunitas dalam pendidikan 
dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang teknologi keuangan.

Program seperti “Nelayan Go Digital” yang diluncurkan oleh 
Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan contoh nyata dari 
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upaya ini. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital 
di kalangan nelayan melalui pelatihan yang dirancang khusus untuk 
memenuhi kebutuhan mereka (Kemenkominfo, 2023).

Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komu
nitas lokal perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem fintech 
yang inklusif dan berkelanjutan. Kerjasama ini dapat membantu dalam 
pengembangan infrastruktur digital, pelatihan literasi keuangan, 
dan pengawasan perlindungan konsumen. Sebagai contoh, program 
“10x1000” oleh Ant Group bertujuan untuk melatih para pemimpin 
di komunitas agar mereka dapat menggerakkan masyarakat dalam 
isu teknologi digital (Kemenko PMK, 2022). Kolaborasi antara sektor 
swasta dan pemerintah dalam program semacam ini sangat penting untuk 
memastikan bahwa semua elemen masyarakat memiliki akses yang sama 
terhadap teknologi.

Keempat, perlindungan konsumen harus diperkuat dengan mengatur 
standar keamanan dan privasi data yang ketat. Dalam pengembangan 
fintech, keamanan informasi adalah hal yang sangat penting. Penelitian 
oleh Sari et al. (2022) menunjukkan bahwa perlindungan konsumen 
yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan 
fintech. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang jelas mengenai 
perlindungan data pribadi pengguna aplikasi fintech. Hal ini tidak hanya 
akan melindungi konsumen tetapi juga akan mendorong lebih banyak 
orang untuk menggunakan layanan fintech dengan percaya diri.

Kelima, pendampingan berbasis komunitas sangat penting untuk 
memastikan keberhasilan adopsi teknologi baru di kalangan nelayan 
dan pelaku UMKM. Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lokal 
dapat berperan sebagai pendamping bagi nelayan dalam mengadopsi 
teknologi baru. Pendampingan ini harus mencakup bantuan teknis serta 
dukungan dalam hal manajemen usaha dan pemasaran produk. Penelitian 
oleh Wibawa & Anggitaria (2020) menunjukkan bahwa keberadaan 
pendampingan berkelanjutan dapat membantu nelayan mengatasi 
masalah teknis yang mungkin mereka hadapi saat menggunakan aplikasi 
fintech.
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Rekomendasi kebijakan di atas bertujuan untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam pengembangan fintech di daerah pesisir. 
Dengan menyediakan dukungan finansial dan teknis yang memadai, 
memperluas program pendidikan dan literasi digital, serta meningkatkan 
kolaborasi antara berbagai pihak, kita dapat menciptakan ekosistem 
fintech yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan kolaboratif 
ini, diharapkan bahwa pengembangan fintech akan memberikan manfaat 
jangka panjang bagi masyarakat pesisir dan membantu meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi mereka.
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BAB V

TANTANGAN INDUSTRIALISASI 4.0 
BAGI MASYARAKAT PESISIR

Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan besar dalam berbagai 
sektor, termasuk industri perikanan. Namun, masyarakat 
pesisir sering kali menghadapi kesenjangan teknologi dan 

infrastruktur yang signifikan. Akses terhadap teknologi canggih seperti 
Internet of Things (IoT), big data, dan robotika masih terbatas di daerah 
pesisir. Hal ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur dasar seperti 
jaringan internet yang stabil dan listrik yang memadai. Menurut laporan 
Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023), sekitar 40% wilayah 
pesisir di Indonesia masih belum terjangkau oleh jaringan internet yang 
memadai, yang menghambat adopsi teknologi modern di kalangan 
nelayan. Di pesisir selatan Jawa Timur, misalnya, banyak desa nelayan 
yang masih bergantung pada teknologi tradisional dalam kegiatan sehari-
hari mereka. Penelitian oleh Rakhman (2023) menunjukkan bahwa 
nelayan di daerah tersebut masih menggunakan metode penangkapan 
ikan konvensional tanpa memanfaatkan alat bantu teknologi yang dapat 
meningkatkan efisiensi dan hasil tangkapan mereka. Keterbatasan akses 
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terhadap teknologi ini tidak hanya berdampak pada produktivitas tetapi 

juga pada daya saing nelayan di pasar global.

Tantangan lain yang dihadapi masyarakat pesisir adalah rendahnya 

literasi digital. Banyak nelayan yang belum terbiasa menggunakan tek

nologi digital dalam aktivitas mereka. Literasi digital yang rendah 

menghambat kemampuan mereka untuk memanfaatkan teknologi baru 

yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Menurut penelitian 

oleh Kristyanto (2023), literasi data di kalangan masyarakat pesisir masih 

sangat terbatas, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang 

pentingnya melindungi data pribadi dan menggunakan teknologi secara 

aman. Rendahnya literasi digital ini juga berkontribusi pada kesenjangan 

sosial ekonomi, di mana kelompok masyarakat tertentu, terutama 

perempuan dan anak-anak, memiliki akses yang lebih sedikit terhadap 

pendidikan digital. Penelitian oleh Budiarto dan Maftukhatusolikhah 

(2019) menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital di kalangan 

perempuan nelayan dapat memberdayakan mereka untuk berpartisipasi 

lebih aktif dalam ekonomi lokal.

Implementasi teknologi Industri 4.0 juga membawa dampak 

sosial dan ekonomi yang signifikan. Penggunaan teknologi otomasi dan 

robotika dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia, yang ber

potensi meningkatkan tingkat pengangguran di daerah pesisir. Sebuah 

studi oleh Sari et al. (2022) mencatat bahwa meskipun otomatisasi 

dapat meningkatkan efisiensi produksi, hal ini juga dapat menyebabkan 

ketidakpastian bagi pekerja tradisional dalam industri perikanan. Selain 

itu, transformasi digital dapat menyebabkan perubahan dalam struktur 

ekonomi lokal, yang mungkin tidak selalu menguntungkan bagi semua 

anggota masyarakat. Misalnya, nelayan tradisional mungkin kesulitan 

bersaing dengan perusahaan yang menggunakan teknologi canggih 

untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka. Penelitian oleh Prabowo 

et al. (2023) menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam akses terhadap 

teknologi dapat memperlebar jurang antara nelayan kecil dan perusahaan 

besar.
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Masyarakat pesisir juga menghadapi tantangan besar terkait per
ubahan iklim. Teknologi Industri 4.0 dapat membantu dalam memantau 
dan mengelola dampak perubahan iklim, tetapi penerapannya memer
lukan investasi yang signifikan dan dukungan dari pemerintah serta 
sektor swasta. Di pesisir selatan Jawa Timur, perubahan iklim telah 
menyebabkan perubahan pola cuaca dan peningkatan frekuensi bencana 
alam seperti banjir dan badai, yang berdampak negatif pada kehidupan 
dan mata pencaharian nelayan. Menurut laporan Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tahun 2023, peningkatan suhu laut 
telah berdampak pada pola migrasi ikan, sehingga mempengaruhi hasil 
tangkapan nelayan. Dalam konteks ini, penerapan teknologi seperti 
sensor cuaca berbasis IoT dapat membantu nelayan untuk merencanakan 
aktivitas penangkapan ikan dengan lebih baik, meliputi: 
1.	 Peningkatan Infrastruktur Digital: Pemerintah perlu berinvestasi 

dalam pembangunan infrastruktur digital di daerah pesisir untuk 
memastikan akses internet yang stabil dan listrik yang memadai. 
Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah serta penyedia 
layanan telekomunikasi diperlukan untuk mencapai tujuan ini. 
Program Literasi Digital: Program pendidikan tentang literasi 
digital harus diperluas dan difokuskan pada kebutuhan spesifik 
masyarakat pesisir. Pelatihan harus mencakup penggunaan aplikasi 
fintech serta pemahaman tentang keamanan data.

2.	 Dukungan Finansial untuk Teknologi: Penyediaan dukungan 
finansial untuk membantu nelayan mengakses teknologi baru 
sangat penting. Ini bisa berupa subsidi atau pinjaman dengan bunga 
rendah untuk pembelian perangkat atau alat tangkap modern.

3.	 Pendampingan Berbasis Komunitas: Lembaga swadaya masyarakat 
atau organisasi lokal dapat berperan sebagai pendamping bagi 
nelayan dalam mengadopsi teknologi baru serta memberikan 
pelatihan tentang manajemen usaha.

4.	 Kolaborasi Multi-Stakeholder: Kolaborasi antara pemerintah, 
sektor swasta, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk men
ciptakan ekosistem inovatif yang inklusif dan berkelanjutan.
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Sehingga persoalan kesenjangan teknologi dan infrastruktur serta 
rendahnya literasi digital menjadi tantangan utama bagi masyarakat 
pesisir dalam menghadapi Industrialisasi 4.0. Namun, dengan dukungan 
dari pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal, ada peluang untuk 
memberdayakan masyarakat pesisir melalui pengembangan teknologi 
yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan pendekatan kolaboratif 
ini, diharapkan bahwa pengembangan fintech akan memberikan manfaat 
jangka panjang bagi masyarakat pesisir serta membantu mereka beradaptasi 
dengan perubahan sosial dan ekonomi akibat revolusi industri.

Fintech, atau teknologi finansial, menawarkan berbagai peluang 
untuk meningkatkan inklusi keuangan dan akses terhadap layanan ke
uangan di Indonesia. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 
nilai transaksi fintech di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. 
Pada tahun 2021, nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp 284 triliun, 
menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam adopsi teknologi 
finansial 1. Pada kuartal III-2023, nilai transaksi uang elektronik bahkan 
mencapai Rp 116 triliun, dengan lebih dari 41 juta pengguna dan 29 juta 
pedagang terlibat dalam ekosistem ini 1. Pertumbuhan ini mencerminkan 
potensi besar fintech dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum 
terlayani oleh sistem perbankan tradisional. Fintech dapat membantu 
masyarakat pesisir dalam mengakses layanan keuangan yang sebelumnya 
sulit dijangkau, seperti pinjaman modal usaha dan asuransi. Dengan 
adanya platform pinjaman online seperti KoinWorks dan Modalku, nela
yan di daerah pesisir dapat memperoleh pinjaman modal dengan proses 
yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan perbankan tradisional. 
Hal ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan 
nelayan yang sering kali terjebak dalam siklus utang.

Meskipun fintech menawarkan banyak peluang, sektor ini juga 
menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait regulasi dan keaman
an. Regulasi yang ketat diperlukan untuk melindungi konsumen dan 
memastikan integritas sistem keuangan. Namun, regulasi yang terlalu ketat 
dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan sektor fintech. Menurut 
laporan dari AFTECH (Asosiasi Fintech Indonesia), perlindungan data 
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pribadi pengguna adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh 
perusahaan fintech di Indonesia. Keamanan data dan privasi pengguna 
menjadi isu penting yang harus diatasi. Dengan meningkatnya penggunaan 
teknologi digital, risiko kebocoran data juga semakin tinggi. Penelitian 
oleh Sari et al. (2022) menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi 
yang lemah dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat 
terhadap layanan fintech, sehingga menghambat pertumbuhan sektor ini.

Tantangan lain yang dihadapi oleh sektor fintech adalah rendahnya 
literasi keuangan dan digital di kalangan masyarakat. Banyak orang yang 
belum memahami cara kerja fintech dan manfaat yang dapat mereka 
peroleh dari penggunaan layanan fintech. Literasi keuangan yang 
rendah juga membuat masyarakat rentan terhadap penipuan dan praktik 
bisnis yang tidak etis. Oleh karena itu, edukasi dan peningkatan literasi 
keuangan serta digital menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat 
fintech bagi masyarakat. Menurut laporan OJK (2023), hanya sekitar 
38% masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman dasar tentang 
produk keuangan digital 3. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak 
pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman 
masyarakat tentang teknologi finansial.

Di pesisir selatan Jawa Timur, beberapa inisiatif fintech telah 
mulai diterapkan untuk membantu nelayan dalam mengakses layanan 
keuangan. Misalnya, platform pinjaman online seperti KoinWorks dan 
Modalku telah membantu nelayan dalam mendapatkan pinjaman modal 
usaha dengan proses yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan 
perbankan tradisional. Selain itu, aplikasi pembayaran digital seperti 
GoPay dan OVO memudahkan nelayan dalam melakukan transaksi 
tanpa harus menggunakan uang tunai, yang meningkatkan efisiensi dan 
keamanan transaksi. Namun, meskipun ada kemajuan dalam penerapan 
fintech di daerah pesisir, masih terdapat tantangan terkait infrastruktur 
digital yang terbatas. Menurut laporan Kemenkominfo (2023), sekitar 
40% wilayah pesisir masih belum terjangkau oleh jaringan internet yang 
memadai 4. Tanpa akses internet yang stabil, nelayan akan kesulitan 
untuk memanfaatkan aplikasi fintech secara optimal.



70 Model Pengembangan Kebijakan “KOSELA”

Selaras dengan ulasan tersebut maka ada beberapa rekomendasi 
Kebijakan untuk Mengatasi Tantangan sebagai berikut: 
1.	 Peningkatan Infrastruktur Digital: Pemerintah perlu berinvestasi 

dalam pembangunan infrastruktur digital di daerah pesisir untuk 
memastikan akses internet yang stabil dan listrik yang memadai. 
Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah serta penyedia 
layanan telekomunikasi diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

2.	 Program Pendidikan Berkelanjutan: Program pendidikan tentang 
literasi digital harus diperluas dan difokuskan pada kebutuhan 
spesifik masyarakat pesisir. Pelatihan harus mencakup penggunaan 
aplikasi fintech serta pemahaman tentang keamanan data.

3.	 Dukungan Finansial untuk Teknologi: Penyediaan dukungan finan
sial untuk membantu nelayan mengakses teknologi baru sangat 
penting. Ini bisa berupa subsidi atau pinjaman dengan bunga rendah 
untuk pembelian perangkat atau alat tangkap modern.

4.	 Pendampingan Berbasis Komunitas: Lembaga swadaya masyarakat 
atau organisasi lokal dapat berperan sebagai pendamping bagi nela
yan dalam mengadopsi teknologi baru serta memberikan pelatihan 
tentang manajemen usaha.

5.	 Kolaborasi Multi-Stakeholder: Kolaborasi antara pemerintah, 
sektor swasta, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk men
ciptakan ekosistem inovatif yang inklusif dan berkelanjutan.

Peluang fintech di Indonesia sangat besar, terutama dalam mening
katkan inklusi keuangan bagi masyarakat pesisir. Namun, tantangan seperti 
regulasi yang ketat, keamanan data, serta rendahnya literasi keuangan 
harus diatasi agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. 
Dengan dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal, 
pengembangan fintech dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi 
masyarakat pesisir serta membantu mereka beradaptasi dengan perubahan 
sosial dan ekonomi akibat revolusi industri.

Teknologi adalah faktor utama yang mendorong perkembangan 
fintech di Indonesia. Inovasi dalam teknologi pembayaran, seperti 
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e-wallet dan QR code, telah mengubah cara masyarakat melakukan 
transaksi. Menurut laporan dari Kementerian Keuangan (2023), 
penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) telah 
meningkat secara signifikan, dengan nilai transaksi mencapai Rp 56 
triliun pada kuartal III-2023. Ini menunjukkan bahwa masyarakat 
semakin terbiasa dengan metode pembayaran digital yang lebih cepat dan 
efisien. Selain itu, teknologi blockchain dan kecerdasan buatan (AI) juga 
mulai diterapkan dalam berbagai layanan fintech, seperti peer-to-peer 
lending dan robo-advisory. Menurut penelitian oleh Bere et al. (2022), 
teknologi memainkan peran penting dalam tren fintech saat ini dan 
akan terus menjadi pendorong utama perkembangan sektor ini di masa 
depan. Penggunaan AI dalam analisis data memungkinkan perusahaan 
fintech untuk memberikan layanan yang lebih personal dan sesuai dengan 
kebutuhan pengguna.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu 
segmen yang paling diuntungkan oleh perkembangan fintech. Fintech 
memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap layanan keuangan 
bagi UMKM, yang sering kali kesulitan mendapatkan pembiayaan dari 
perbankan tradisional. Menurut data dari OJK, hanya 16 juta dari 60 
juta UMKM di Indonesia yang memiliki akses ke pembiayaan perbankan, 
menunjukkan potensi besar bagi fintech untuk mengisi kesenjangan 
ini. Platform fintech seperti KoinWorks dan Modalku telah membantu 
ribuan UMKM dalam mendapatkan pembiayaan yang mereka butuhkan 
untuk berkembang. Sebuah studi oleh AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan 
Bersama Indonesia) menunjukkan bahwa sekitar 43% dari peminjam dana 
di platform fintech adalah pelaku UMKM, baik secara online maupun 
offline. Hal ini menunjukkan bahwa fintech tidak hanya memberikan 
akses keuangan tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal 
dengan memberdayakan pelaku usaha kecil.

Selanjutnya, Regulasi adalah faktor penting yang mempengaruhi 
perkembangan fintech di Indonesia. OJK telah mengeluarkan berbagai 
regulasi untuk mengatur dan mengawasi sektor fintech, termasuk 
kebijakan perlindungan data pribadi dan aturan mengenai bunga pinjaman. 



72 Model Pengembangan Kebijakan “KOSELA”

Regulasi yang jelas dan transparan membantu menciptakan lingkungan 
yang aman dan kondusif bagi perkembangan fintech. Namun, regulasi 
yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan sektor 
ini. Menurut laporan AFTECH (2023), tantangan utama yang dihadapi 
oleh perusahaan fintech adalah perlindungan data pribadi pengguna. 
Keamanan data menjadi isu penting seiring dengan meningkatnya 
penggunaan teknologi finansial. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang 
seimbang antara perlindungan konsumen dan dorongan untuk inovasi.

Layanan perbankan juga memainkan peran penting dalam per
kembangan fintech. Banyak bank yang mulai berkolaborasi dengan per
usahaan fintech untuk menyediakan layanan yang lebih inovatif dan 
efisien. Misalnya, beberapa bank telah mengintegrasikan layanan e-wallet 
dan pembayaran digital ke dalam aplikasi mobile banking mereka. 
Kolaborasi antara bank dan fintech membantu meningkatkan inklusi 
keuangan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi konsumen. 
Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kolaborasi ini penting 
untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat, terutama di daerah 
terpencil. Dengan memanfaatkan teknologi dari perusahaan fintech, 
bank dapat menawarkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Perkembangan Tren Fintech di Indonesia

Perkembangan tren fintech di Indonesia menunjukkan dinamika 
yang positif. Dalam beberapa tahun terakhir, pendanaan ke sektor fintech 
meningkat secara signifikan. Antara tahun 2021 dan 2022, pendanaan ke 
sektor fintech meningkat sebesar 83%, menunjukkan optimisme investor 
terhadap peluang di sektor ini. Sektor fintech di Indonesia telah berevolusi 
dari fokus awal pada pembayaran online menjadi diversifikasi ke berbagai 
industri vertikal, seperti pinjaman online, asuransi digital, dan investasi 
berbasis teknologi. Di sisi lain, outstanding pinjaman peer-to-peer lending 
juga tumbuh 14% secara tahunan mencapai Rp 55 triliun per September 
2023. Ini mencerminkan pergeseran ke arah layanan keuangan digital 
yang memberi peluang bagi UMKM dan inklusi keuangan di Indonesia.

Di pesisir selatan Jawa Timur, tren fintech juga mulai berkembang. 
Beberapa koperasi nelayan telah mulai menggunakan teknologi fintech 
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untuk meningkatkan efisiensi operasional dan akses ke layanan ke
uangan. Misalnya, koperasi nelayan di Banyuwangi menggunakan apli
kasi mobile untuk mencatat hasil tangkapan dan transaksi penjualan, yang 
membantu mereka dalam mengelola data dan membuat keputusan yang 
lebih baik. Platform pinjaman online seperti KoinWorks dan Modalku telah 
membantu nelayan dalam mendapatkan pinjaman modal usaha dengan 
proses yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan perbankan 
tradisional. Hal ini sangat penting karena banyak nelayan sebelumnya 
terjebak dalam siklus utang dengan rentenir karena keterbatasan akses 
ke lembaga keuangan formal. Namun, meskipun ada kemajuan dalam 
penerapan fintech di daerah pesisir, masih terdapat tantangan terkait 
infrastruktur digital yang terbatas. Menurut laporan Kemenkominfo 
(2023), sekitar 40% wilayah pesisir masih belum terjangkau oleh jaringan 
internet yang memadai. Tanpa akses internet yang stabil, nelayan akan 
kesulitan untuk memanfaatkan aplikasi fintech secara optimal.

Tidak kalah penting, berikut adalah beberapa rekomendasi 
kebijakan sebagai langkah awal menjawab tantangan diatas, meliputi: 
1.	 Peningkatan Infrastruktur Digital: Pemerintah perlu berinvestasi 

dalam pembangunan infrastruktur digital di daerah pesisir untuk 
memastikan akses internet yang stabil dan listrik yang memadai.

2.	 Program Literasi Digital: Program pendidikan tentang literasi 
digital harus diperluas dan difokuskan pada kebutuhan spesifik 
masyarakat pesisir agar mereka dapat memanfaatkan teknologi 
secara optimal.

3.	 Dukungan Finansial untuk Teknologi: Penyediaan dukungan finan
sial untuk membantu nelayan mengakses teknologi baru sangat 
penting agar mereka dapat bersaing dalam pasar global.

4.	 Pendampingan Berbasis Komunitas: Lembaga swadaya masyarakat 
atau organisasi lokal dapat berperan sebagai pendamping bagi nela
yan dalam mengadopsi teknologi baru serta memberikan pelatihan 
tentang manajemen usaha.

5.	 Kolaborasi Multi-Stakeholder: Kolaborasi antara pemerintah, sektor 
swasta, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk menciptakan 
ekosistem inovatif yang inklusif dan berkelanjutan.
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Faktor-faktor seperti teknologi, UMKM, regulasi, dan layanan 
perbankan memainkan peran penting dalam perkembangan tren fintech 
di Indonesia. Meskipun ada tantangan terkait literasi digital, regulasi 
keamanan data, serta infrastruktur digital yang terbatas, peluang besar 
tetap ada bagi pengembangan sektor ini terutama di daerah pesisir. Dengan 
dukungan dari pemerintah serta kolaborasi antara berbagai pemangku 
kepentingan, pengembangan fintech dapat memberikan manfaat jangka 
panjang bagi masyarakat pesisir serta membantu mereka beradaptasi 
dengan perubahan sosial dan ekonomi akibat revolusi industri.
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BAB VI

DESAIN KEBIJAKAN 
“KOSELA” KOPERASI SEMI DIGITAL

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM) di masyarakat pesisir merupakan langkah strategis untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Dengan meman

faatkan platform digital, UKM dapat mengakses pasar yang lebih 
luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing. 
Di pesisir selatan Jawa Timur, banyak UKM yang bergerak di sektor 
perikanan dan pengolahan hasil laut. Namun, tantangan seperti akses 
terbatas ke teknologi dan rendahnya literasi digital masih menjadi 
hambatan utama. Manfaat Platform Digital Platform digital menawarkan 
berbagai manfaat bagi UKM di masyarakat pesisir. Pertama, platform 
e-commerce memungkinkan UKM untuk menjual produk mereka secara 
online, sehingga dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Kedua, 
aplikasi manajemen bisnis membantu UKM dalam mengelola inventaris, 
keuangan, dan operasional sehari-hari dengan lebih efisien. Ketiga, 
teknologi pembayaran digital memudahkan transaksi dan mengurangi 
risiko kehilangan uang tunai.
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UKM di Pesisir Selatan Jawa Timur Di pesisir selatan Jawa Timur, 
beberapa UKM telah berhasil memanfaatkan platform digital untuk 
mengembangkan bisnis mereka. Misalnya, UKM pengolahan ikan di 
Banyuwangi menggunakan aplikasi e-commerce untuk menjual produk 
olahan ikan ke berbagai daerah di Indonesia. Dengan bantuan platform 
digital, UKM ini mampu meningkatkan penjualan hingga 40% dalam satu 
tahun. Selain itu, aplikasi manajemen bisnis membantu mereka dalam 
mengelola stok dan keuangan dengan lebih baik, sehingga operasional 
bisnis menjadi lebih efisien. Tantangan dan Solusi Meskipun platform 
digital menawarkan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang 
harus diatasi. Pertama, akses internet yang terbatas di beberapa daerah 
pesisir menghambat adopsi teknologi digital. Solusi yang dapat dilakukan 
adalah dengan meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di daerah 
tersebut. Kedua, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat pesisir 
memerlukan program pelatihan dan edukasi yang intensif. Pemerintah 
dan lembaga non-pemerintah dapat bekerja sama untuk menyediakan 
pelatihan literasi digital bagi UKM.

Rekomendasi Kebijakan untuk mendukung pemberdayaan dan 
pengembangan UKM berbasis platform digital, beberapa rekomendasi 
kebijakan dapat diimplementasikan. Pertama, pemerintah perlu 
meningkatkan infrastruktur digital di daerah pesisir. Kedua, program 
pelatihan literasi digital harus diperluas dan difokuskan pada kebutuhan 
spesifik UKM. Ketiga, insentif fiskal dan non-fiskal dapat diberikan kepada 
UKM yang mengadopsi teknologi digital. Keempat, kolaborasi antara 
pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan perlu ditingkatkan 
untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi digital.

Kewirausahaan sosial merupakan konsep yang menggabungkan 
tujuan sosial dengan pendekatan bisnis untuk menciptakan dampak 
positif bagi masyarakat. Di desa-desa pesisir, kewirausahaan sosial dapat 
menjadi alat yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan 
ekonomi. Dengan menumbuhkan kewirausahaan sosial, masyarakat 
desa dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui inovasi dan 
kolaborasi. Konsep Kewirausahaan Sosial Kewirausahaan sosial berfokus 
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pada penciptaan nilai sosial melalui inovasi dan usaha bisnis. Berbeda 
dengan kewirausahaan tradisional yang berorientasi pada keuntungan 
finansial, kewirausahaan sosial bertujuan untuk memecahkan masalah 
sosial dan lingkungan. Misalnya, usaha sosial yang bergerak di bidang 
pengelolaan sampah dapat membantu mengurangi polusi lingkungan 
sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Studi kasus terhadap kewirausahaan sosial di pesisir selatan Jawa 
Timur telah menunjukkan bahwa beberapa inisiatif kewirausahaan 
sosial telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, 
di desa nelayan di Pacitan, sebuah usaha sosial yang mengolah limbah 
ikan menjadi pupuk organik telah membantu mengurangi limbah dan 
meningkatkan pendapatan nelayan. Usaha ini tidak hanya memberikan 
manfaat ekonomi, tetapi juga membantu menjaga kebersihan lingkungan. 
Tantangan dan Solusi Menumbuhkan kewirausahaan sosial di desa-
desa pesisir menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kurangnya akses 
terhadap modal dan sumber daya menjadi hambatan utama. Solusi yang 
dapat dilakukan adalah dengan menyediakan akses pembiayaan yang 
lebih mudah melalui program pinjaman mikro dan dana hibah. Kedua, 
rendahnya keterampilan manajerial dan bisnis di kalangan masyarakat desa 
memerlukan program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan Untuk mendukung pertumbuhan 
kewirausahaan sosial di desa-desa pesisir, beberapa rekomendasi kebijakan 
dapat diimplementasikan. Pertama, pemerintah perlu menyediakan 
akses pembiayaan yang lebih mudah bagi usaha sosial. Kedua, program 
pelatihan dan pendampingan harus difokuskan pada pengembangan 
keterampilan manajerial dan bisnis. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, 
sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah perlu ditingkatkan untuk 
menciptakan ekosistem yang mendukung kewirausahaan sosial. Keempat, 
insentif fiskal dan non-fiskal dapat diberikan kepada usaha sosial yang 
berhasil menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Implementasi 
model kebijakan pemberdayaan dan pengembangan UKM berbasis 
platform digital serta menumbuhkan kewirausahaan sosial di masyarakat 
pesisir merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan 
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ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan inovasi 
sosial, masyarakat pesisir dapat mengatasi berbagai tantangan dan 
memanfaatkan peluang yang ada. Dukungan dari pemerintah, sektor 
swasta, dan lembaga non-pemerintah sangat penting untuk menciptakan 
ekosistem yang mendukung pertumbuhan UKM dan kewirausahaan 
sosial di desa-desa pesisir.

Gambar 1. Pendekatan Berbasis Modal Sosial dan Budaya Lokal 
(Social Capital & Cultural Based Approach)

Pengembangan institusi semi digital melalui pembentukan koperasi 
bagi para nelayan di pesisir selatan Jawa Timur menuntut pemahaman 
terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Pendekatan ini 
terdiri dari dua aspek utama yaitu Social Capital (Modal Sosial) Approach 
dan Cultural-based Approach (Pendekatan Berbasis Budaya). Modal 
sosial mencakup jaringan, kepercayaan, dan norma sosial yang ada dalam 
komunitas. Di komunitas nelayan seperti di Sendang Biru, modal sosial 
memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi 
antar anggota komunitas. Modal sosial ini tidak hanya berfungsi sebagai 
jembatan untuk membangun hubungan antar individu tetapi juga sebagai 
fondasi untuk menciptakan solidaritas dalam menghadapi tantangan 
bersama. Menurut Putnam (2021), modal sosial berkontribusi pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong partisipasi 
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aktif dalam kegiatan komunitas. Dalam konteks nelayan, jaringan sosial 
yang kuat dapat membantu mereka berbagi informasi mengenai teknik 
penangkapan ikan yang lebih efisien, kondisi cuaca, serta akses terhadap 
pasar yang lebih baik. Penelitian oleh Sari et al. (2023) menunjukkan bahwa 
nelayan yang terhubung dalam jaringan sosial yang kuat memiliki akses 
lebih baik terhadap sumber daya dan informasi, sehingga meningkatkan 
hasil tangkapan mereka. Di Sendang Biru, koperasi nelayan dapat 
memanfaatkan modal sosial ini dengan membangun forum diskusi atau 
kelompok belajar di antara anggota. Melalui forum ini, nelayan dapat 
saling bertukar pengalaman dan pengetahuan tentang praktik terbaik 
dalam penangkapan ikan dan pengelolaan usaha. Hal ini sejalan dengan 
temuan oleh Kristyanto (2023), yang menyatakan bahwa kolaborasi antar 
nelayan melalui jaringan sosial dapat meningkatkan produktivitas dan 
pendapatan mereka.

Pendekatan berbasis budaya mempertimbangkan nilai-nilai lokal, 
tradisi, dan praktik adat yang menjadi bagian integral dari kehidupan 
sehari-hari masyarakat. Memahami dan menghormati praktik-praktik ini 
adalah kunci untuk mendapatkan dukungan komunitas dalam inisiatif 
baru. Masyarakat pesisir memiliki tradisi dan norma yang kuat terkait 
dengan cara mereka menjalankan aktivitas perikanan. Salah satu contoh 
penting dari pendekatan berbasis budaya adalah pengakuan terhadap 
praktik adat dalam pengelolaan sumber daya laut. Penelitian oleh Wibawa 
& Anggitaria (2022) menunjukkan bahwa masyarakat pesisir seringkali 
memiliki aturan lokal mengenai penangkapan ikan yang bertujuan 
untuk menjaga kelestarian sumber daya laut. Dengan menghormati 
dan mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam model koperasi, 
inisiatif baru akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, 
pendekatan berbasis budaya juga mencakup pemahaman tentang nilai-
nilai kolektivisme yang kuat di kalangan nelayan. Di banyak komunitas 
pesisir, kerja sama dan gotong royong dianggap sebagai nilai inti. Oleh 
karena itu, model koperasi harus dirancang untuk mendorong partisipasi 
aktif dari semua anggota serta menciptakan rasa kepemilikan bersama 
terhadap usaha tersebut.

Mengintegrasikan kedua pendekatan antara modal sosial dan basis 
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budaya dalam pengembangan koperasi semi digital akan memberikan 
landasan yang kuat untuk keberhasilan inisiatif tersebut. Dengan 
memanfaatkan modal sosial yang ada, koperasi dapat membangun jaringan 
dukungan yang solid di antara anggotanya. Pada saat bersamaan, dengan 
menghormati nilai-nilai lokal dan praktik adat, koperasi akan lebih mudah 
mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dalam konteks ini, penting 
bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk melakukan kajian 
mendalam mengenai karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat 
sebelum menerbitkan kebijakan yang bersifat interventif. Penelitian oleh 
Ashoer, dkk. (2022) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam 
perencanaan program akan meningkatkan rasa memiliki masyarakat 
terhadap proyek tersebut. Sehingga pendekatan melalui pemahaman 
konteks sosial dan budaya melalui modal sosial dan pendekatan berbasis 
budaya sangat penting dalam pengembangan institusi semi digital bagi 
nelayan di pesisir selatan Jawa Timur. Dengan memanfaatkan kekuatan 
jaringan sosial serta menghormati nilai-nilai lokal, koperasi dapat 
dibangun dengan pondasi yang kuat untuk mendukung keberlanjutan 
usaha nelayan. Penerapan kedua pendekatan ini tidak hanya akan 
meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi juga memastikan bahwa 
inisiatif baru dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan 
harapan masyarakat pesisir.

Gambar 2. Integral Rekomendasi Kebijakan
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Inisiasi kebijakan koperasi yang dibentuk harus menghormati 
dan mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Misalnya, 
pengelolaan koperasi dapat mengadopsi sistem arisan atau gotong 
royong, yang merupakan praktik umum di komunitas nelayan. Koperasi 
yang dibentuk harus menghormati dan mengintegrasikan nilai-nilai sosial 
dan budaya lokal. Masyarakat pesisir memiliki tradisi dan praktik adat 
yang kuat, seperti sistem arisan atau gotong royong. Mengadopsi praktik-
praktik ini dalam pengelolaan koperasi dapat membantu menciptakan rasa 
kepemilikan dan tanggung jawab di antara anggota. Pendekatan berbasis 
budaya ini penting untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. 
Penelitian oleh Wibawa & Anggitaria (2022) menunjukkan bahwa 
koperasi yang menghormati nilai-nilai lokal cenderung lebih diterima oleh 
masyarakat dan memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Misalnya, 
koperasi dapat menerapkan sistem gotong royong dalam pengelolaan 
sumber daya atau dalam kegiatan pinjaman antar anggota. Dengan cara 
ini, anggota koperasi tidak hanya mendapatkan manfaat finansial tetapi 
juga memperkuat solidaritas sosial di antara mereka. Hal ini sejalan 
dengan temuan oleh Prabowo et al. (2023) yang menunjukkan bahwa 
modal sosial berkontribusi pada keberhasilan koperasi di komunitas 
nelayan.

Pelatihan mengenai penggunaan teknologi digital harus dilakukan 
secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan literasi teknologi 
komunitas nelayan di pesisir selatan provinsi Jawa Timur. Menurut 
penelitian oleh Kristyanto (2023), pelatihan yang efektif harus 
mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan pengalaman teknologi 
peserta. Oleh karena itu, program pelatihan harus dirancang dengan 
pendekatan yang inklusif, menggunakan metode pembelajaran yang 
interaktif dan praktis. Program ini bisa menggunakan pendekatan adat 
dan melibatkan tokoh masyarakat sebagai fasilitator pelatihan. Tokoh 
masyarakat memiliki pengaruh yang kuat dalam komunitas nelayan 
dan dapat membantu dalam membangun kepercayaan serta mendorong 
partisipasi aktif. Penelitian oleh Sari et al. (2022) menunjukkan bahwa 
keterlibatan tokoh lokal dalam program pendidikan dapat meningkatkan 
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efektivitas pelatihan dan mempercepat adopsi teknologi baru. Pelatihan 
juga harus mencakup aspek literasi keuangan, sehingga nelayan tidak 
hanya memahami cara menggunakan aplikasi fintech tetapi juga bagai
mana mengelola keuangan mereka dengan bijak. Menurut laporan OJK 
(2023), peningkatan literasi keuangan di kalangan nelayan dapat mem
bantu mereka membuat keputusan yang lebih baik terkait pinjaman dan 
investasi.

Selanjutnya koperasi harus dirancang dengan melibatkan nelayan 
secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Ini bisa dilakukan 
melalui musyawarah desa atau rapat koperasi rutin yang menghormati 
hierarki sosial dan kepercayaan lokal. Koperasi harus dirancang dengan 
melibatkan nelayan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. 
Ini bisa dilakukan melalui musyawarah desa atau rapat koperasi rutin 
yang menghormati hierarki sosial dan kepercayaan lokal. Musyawarah 
merupakan bagian integral dari budaya masyarakat pesisir, di mana 
setiap anggota memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat 
dan berkontribusi pada keputusan bersama. Partisipasi aktif masyarakat 
tidak hanya meningkatkan rasa memiliki tetapi juga memastikan bahwa 
keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan harapan komunitas. 
Penelitian oleh Ashoer et al. (2022) menunjukkan bahwa partisipasi 
aktif dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan keberhasilan 
program-program pembangunan di daerah pesisir. Dalam konteks ini, 
penting untuk menciptakan mekanisme transparansi dalam pengelolaan 
koperasi. Informasi mengenai kegiatan koperasi, penggunaan dana, serta 
hasil usaha harus disampaikan secara terbuka kepada semua anggota. 
Hal ini akan membangun kepercayaan di antara anggota koperasi dan 
mendorong partisipasi lebih lanjut.

Pada Akhirnya, pembangunan infrastruktur teknologi seperti 
jaringan internet yang stabil dan penyediaan perangkat digital dasar adalah 
prasyarat untuk tahap lanjutan penerapan fintech. Pemerintah lokal dan 
pusat bisa berkolaborasi dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk 
memastikan ketersediaan infrastruktur ini. Pembangunan infrastruktur 
teknologi, seperti jaringan internet yang stabil dan penyediaan perangkat 
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digital dasar (misalnya smartphone dan perangkat pendukung), adalah 
prasyarat untuk penerapan fintech di kalangan nelayan. Tanpa akses 
internet yang memadai, semua upaya untuk mengimplementasikan 
teknologi finansial akan terhambat. Menurut laporan Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2023, sekitar 40% 
wilayah pesisir di Indonesia masih belum terjangkau oleh jaringan internet 
yang memadai. Hal ini menciptakan kesenjangan digital yang signifikan 
antara masyarakat pesisir dan daerah perkotaan. Pemerintah lokal dan 
pusat perlu berkolaborasi dengan penyedia layanan telekomunikasi 
untuk memastikan ketersediaan infrastruktur ini. Kerjasama ini dapat 
mencakup pembangunan menara telekomunikasi di daerah terpencil, 
serta penyediaan akses internet berbasis satelit untuk wilayah yang 
sulit dijangkau. Penelitian oleh Rakhman (2023) menunjukkan bahwa 
peningkatan infrastruktur digital di daerah pesisir dapat meningkatkan 
produktivitas nelayan hingga 30%, karena mereka dapat mengakses 
informasi pasar secara real-time dan menggunakan aplikasi fintech untuk 
transaksi keuangan. Sehingga penyediaan perangkat digital dasar sangat 
penting, banyak nelayan yang tidak memiliki akses ke perangkat tersebut, 
sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan aplikasi fintech yang 
dirancang untuk membantu mereka dalam kegiatan sehari-hari. Program 
subsidi atau bantuan dari pemerintah untuk pembelian perangkat ini 
dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan adopsi teknologi di 
kalangan nelayan. 

Sehingga pengembangan konsep fintech sederhana dan mudah 
digunakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nelayan dapat 
terwujud. Misalnya, aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat transaksi 
harian, simpan pinjam, dan distribusi hasil tangkapan. Pengembangan 
aplikasi fintech yang sederhana dan mudah digunakan sangat penting 
agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nelayan. Bahkan di masa 
mendapat dapat merancang sebuah aplikasi dengan antarmuka yang 
intuitif dan fitur-fitur yang relevan dengan aktivitas sehari-hari nelayan. 
Misalnya, aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat transaksi harian, 
simpan pinjam, dan distribusi hasil tangkapan. Sebuah studi oleh Sari et 
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al. (2022) menunjukkan bahwa aplikasi fintech yang dirancang khusus 
untuk nelayan dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka. Aplikasi 
tersebut memungkinkan nelayan untuk mencatat hasil tangkapan secara 
digital, sehingga mereka dapat dengan mudah melacak pendapatan 
dan pengeluaran mereka. Dengan demikian, nelayan dapat membuat 
keputusan keuangan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat.

Selain itu, aplikasi pembayaran digital seperti GoPay atau OVO juga 
harus diintegrasikan ke dalam sistem koperasi nelayan. Dengan meng
gunakan aplikasi pembayaran digital, nelayan dapat melakukan transaksi 
tanpa harus bergantung pada uang tunai, yang sering kali rentan terhadap 
kehilangan atau pencurian. Menurut laporan OJK (2023), penggunaan 
sistem pembayaran digital di kalangan pelaku UMKM meningkat sebesar 
50% pada tahun 2023, menunjukkan tren positif dalam adopsi teknologi 
finansial. Penggunaan teknologi digital harus dilengkapi dengan edukasi 
tentang keamanan siber untuk memastikan bahwa nelayan merasa aman 
dan nyaman dalam menggunakan sistem ini. Penggunaan teknologi 
digital harus dilengkapi dengan edukasi tentang keamanan siber untuk 
memastikan bahwa nelayan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan 
sistem ini. Keamanan data pribadi dan transaksi keuangan merupakan 
aspek kritis dalam penerapan fintech. Penelitian oleh AFTECH (2023) 
menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama bagi perusahaan fintech 
di Indonesia adalah perlindungan data pribadi pengguna.

Edukasi mengenai keamanan siber harus menjadi bagian penting 
dari program pelatihan bagi nelayan. Mereka perlu memahami cara 
melindungi informasi pribadi mereka serta mengenali potensi risiko 
penipuan online. Sebuah studi oleh Kristyanto (2023) menyatakan bahwa 
peningkatan literasi keamanan siber di kalangan masyarakat pesisir dapat 
mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan terhadap 
penggunaan teknologi finansial. Selain itu, perusahaan fintech juga harus 
transparan mengenai kebijakan privasi dan keamanan data mereka. Dengan 
memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana data pengguna akan 
dikelola dan dilindungi, perusahaan dapat membangun kepercayaan 
di kalangan pengguna. Penelitian oleh Wibawa & Anggitaria (2022) 
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menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan data pribadi dapat 
meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap layanan fintech. Sehingga 
pada akhirnya skema pengembangan konsep fintech bagi kalangan nela
yan masyarakat pesisir di Provinsi Jawa Timur bisa terintegrasi, mudah di 
akses, dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

Gambar 3. Model Operasional Rekomendasi Kebijakan

Secara keseluruhan, manajemen dalam konteks koperasi nelayan 
mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan operasional. 
Pengelolaan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa 
koperasi berfungsi dengan baik dan mencapai tujuannya. Dalam model 
koperasi semi-digital ini, penggunaan teknologi informasi akan membantu 
dalam mengoptimalkan proses manajemen. Salah satu pendekatan yang 
dapat diterapkan adalah penggunaan aplikasi manajemen koperasi digital 
berbasis komutasi awan atau yang lebih dikenal dengan cloud seperti 
google sheets dan sejenis yang memungkinkan pengurus untuk memantau 
aktivitas harian, termasuk hasil tangkapan, penjualan, dan pengeluaran. 
Menurut penelitian oleh Sari et al. (2022), penerapan teknologi informasi 
dalam manajemen koperasi dapat meningkatkan efisiensi operasional 
hingga 30%, sehingga memungkinkan pengurus untuk fokus pada 
pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggota.
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Selanjutnya pada aspek administrasi dalam koperasi nelayan 
mencakup pencatatan semua transaksi dan kegiatan yang dilakukan 
oleh anggota. Dalam model koperasi semi-digital, pencatatan ini harus 
dilakukan secara sistematis agar semua informasi dapat diakses dengan 
mudah oleh anggota koperasi. Lagi-lagi penggunaan sistem pencatatan 
digital memungkinkan anggota untuk melacak transaksi secara real-
time. Misalnya, setiap hasil tangkapan ikan yang dijual harus dicatat 
dalam sistem agar semua anggota dapat melihat laporan penjualan dan 
pendapatan koperasi. Penelitian oleh Kristyanto (2023) menunjukkan 
bahwa transparansi dalam pencatatan transaksi dapat meningkatkan 
kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi.

Tidak kalah penting adalah pencatatan transaksi keuangan 
dalam koperasi nelayan yang harus dilakukan dengan cara yang efisien 
dan transparan. Dalam model koperasi semi-digital, sebagian besar 
transaksi dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi pembayaran atau 
sistem e-wallet. Namun, tetap ada ruang untuk transaksi manual yang 
didokumentasikan secara digital. Kombinasi metode digital dan manual 
ini bertujuan untuk memudahkan transisi bagi anggota yang mungkin 
belum terbiasa dengan teknologi digital. Misalnya, nelayan yang menjual 
hasil tangkapan mereka secara langsung kepada pembeli dapat mencatat 
transaksi tersebut di aplikasi setelah selesai bertransaksi. Dengan cara ini, 
semua transaksi tetap terintegrasi dalam sistem keuangan koperasi.

Kombinasi Metode Digital dan Manual untuk memudahkan transisi, 
sistem koperasi bisa menggunakan metode semi-digital, di mana sebagian 
besar transaksi dilakukan secara digital, namun tetap ada ruang untuk 
transaksi manual yang didokumentasikan secara digital. Pendekatan ini 
sangat penting mengingat tidak semua anggota koperasi memiliki ting
kat literasi digital yang sama. Menurut laporan OJK (2023), sekitar 38% 
masyarakat Indonesia masih memiliki pemahaman dasar tentang produk 
keuangan digital. Oleh karena itu, tetap menjadi hal yang penting bagi 
para pemangku kepentingan untuk selalu menyediakan pelatihan dan 
dukungan bagi kelompok masyarakat dalam koridor komunitas tertentu 
agar mereka dapat beradaptasi dengan sistem digitalisasi yang baru. 
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Dengan menggabungkan metode digital dan manual, koperasi dapat 
memastikan bahwa semua anggota merasa nyaman dan terlibat dalam 
proses administrasi. Sehingga pada setiap transaksi, baik yang dilakukan 
secara digital maupun manual dapat tercatat dalam sistem yang bisa 
diakses oleh anggota koperasi. Transparansi ini akan meningkatkan 
kepercayaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan koperasi. 
Sistem pencatatan harus dirancang agar mudah digunakan oleh semua 
anggota, termasuk mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi. Selain itu 
sistem pencatatan juga harus memungkinkan laporan berkala mengenai 
kondisi keuangan koperasi, termasuk pendapatan dari penjualan hasil 
tangkapan dan pengeluaran operasional. Penelitian oleh Rakhman (2023) 
menunjukkan bahwa laporan keuangan yang transparan dapat membantu 
anggota memahami kondisi finansial koperasi mereka dan mendorong 
partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.

Maka pada akhirnya model operasional semi-digital bagi koperasi 
nelayan di pesisir selatan Jawa Timur harus mencakup manajemen yang 
efektif, administrasi yang transparan, serta sistem transaksi keuangan 
yang efisien. Dengan menggabungkan metode digital dan manual serta 
memberikan perhatian pada keamanan data, diharapkan koperasi ini 
dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat jangka pan
jang bagi masyarakat nelayan. Melalui pendekatan kolaboratif antara 
pemerintah, penyedia layanan teknologi, dan komunitas lokal, inisiatif ini 
akan membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan serta mendorong 
inklusi keuangan di daerah pesisir. Implementasi Penerapan inisiasi 
kebijakan model fintech melalui institusi koperasi semi digital ini harus 
dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pilot project di beberapa 
kelompok nelayan yang siap menerima teknologi baru, sebelum diperluas 
ke seluruh komunitas. Program harus dievaluasi secara berkala untuk 
memastikan bahwa model semi-digital berjalan efektif dan sesuai dengan 
kebutuhan serta kemampuan komunitas. Feedback dari anggota koperasi 
sangat penting untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Kolaborasi 
dengan Akademisi dan Lembaga Penelitian: Perguruan tinggi dan lembaga 
penelitian lokal dapat berperan dalam melakukan studi dampak sosial dan 
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ekonomi dari penerapan fintech ini juga telah menjadi tantangan zaman, 
Sehingga pemerintah tidak bisa menutup mata. Dengan adanya kolaborasi 
tersebut maka semua entitas yang terlibat dapat memberikan rekomendasi 
berbasis data yang relevan. Pada akhirnya akan membuka pintu penyedia 
layanan fintech dan perusahaan teknologi dapat akan dilibatkan dalam 
pengembangan aplikasi dan infrastruktur, serta memberikan dukungan 
teknis yang dibutuhkan oleh koperasi.
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BAB VII

IMPLIKASI KEBIJAKAN DALAM 
PEMANFAATAN NILAI-NILAI SOSIAL 
UNTUK PENGEMBANGAN FINTECH

Pengembangan koperasi semi-digital merupakan salah satu stra
tegi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal di 
pesisir selatan Jawa Timur. Tujuan utama adalah meningkatkan 

pendapatan masyarakat melalui peluang ekonomi yang diciptakan oleh 
koperasi ini. Seperti wisata edukasi, koperasi semi-digital tidak hanya 
menawarkan pengalaman belajar bagi anggota tetapi juga menciptakan 
peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Di pesisir selatan Jawa 
Timur, pengembangan koperasi semi-digital telah menunjukkan dampak 
positif terhadap perekonomian lokal. Misalnya, sebuah koperasi di 
Sendang Biru telah meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya de
ngan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan 
usaha kecil seperti warung makan dan toko souvenir.

Koperasi semi-digital dapat menciptakan lapangan kerja baru 
baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pengelolaan koperasi 
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membutuhkan tenaga kerja untuk operasional harian, seperti petugas 

administrasi, koordinator kegiatan, dan instruktur pelatihan teknologi. 

Penelitian oleh Sari et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan tek

nologi dalam koperasi dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 

30%. Selain itu, koperasi semi-digital juga mendorong pertumbuhan 

usaha kecil seperti warung makan, toko souvenir, dan penginapan. 

Misalnya, warung makan yang terletak di dekat kantor koperasi dapat 

meningkatkan pendapatan melalui penjualan makanan kepada pegawai 

dan anggota koperasi. Penelitian oleh Kristyanto (2023) menunjukkan 

bahwa pertumbuhan usaha kecil dapat meningkatkan indeks harga hidup 

masyarakat sekitar.

Koperasi nelayan di Sendang Biru adalah contoh sukses pengem

bangan koperasi semi-digital yang berdampak positif pada perekonomian 

masyarakat. Menurut penelitian oleh Rakhman (2023), pengembangan 

koperasi ini telah meningkatkan hasil tangkapan ikan nelayan dengan 

menggunakan teknologi seperti GPS dan aplikasi monitoring hasil 

tangkapan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan nelayan tetapi 

juga memperbaiki kualitas hasil tangkapan. Penggunakan teknologi 

juga mendorong aktivitas berwirausaha di kalangan nelayan. Misalnya, 

nelayan dapat menjual hasil tangkapan mereka secara langsung kepada 

pembeli melalui aplikasi perdagangan daring. Penelitian oleh Wibawa & 

Anggitaria (2022) menunjukkan bahwa aktivitas berwirausaha di kalangan 

nelayan dapat meningkatkan pendapatan mereka hingga 20%. Meskipun 

pengembangan koperasi semi-digital menawarkan banyak manfaat, ada 

beberapa tantangan yang harus diatasi. Pertama, infrastruktur yang 

kurang memadai dapat menghambat perkembangan koperasi. Solusi yang 

dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas 

pendukung seperti jalan, transportasi, dan akomodasi. Menurut laporan 

Kemenkominfo (2023), sekitar 40% wilayah pesisir di Indonesia masih 

belum terjangkau oleh jaringan internet yang memadai. Oleh karena 

itu, pemerintah perlu berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur 

teknologi.
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Kedua, promosi yang kurang efektif dapat mengurangi jumlah 

anggota dan penggunaan teknologi. Strategi pemasaran yang tepat dan 

penggunaan media sosial dapat membantu meningkatkan visibilitas ko

perasi. Penelitian oleh Ashoer et al. (2022) menunjukkan bahwa peng

gunaan media sosial dapat meningkatkan kesadaran masyarakat ter

hadap koperasi hingga 15%. Sebagai upaya memaksimalkan dampak 

positif koperasi semi-digital, beberapa rekomendasi kebijakan dapat 

diimplementasikan. Pertama, pemerintah perlu mendukung pengem

bangan infrastruktur di sekitar koperasi. Kedua, program pelatihan 

bagi masyarakat lokal tentang manajemen koperasi dan teknologi dapat 

meningkatkan kualitas layanan dan produk yang ditawarkan. Ketiga, 

kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal perlu 

ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem koperasi yang berkelanjutan. 

Pengembangan koperasi semi-digital di pesisir selatan Jawa Timur telah 

menunjukkan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Dengan 

menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan usaha 

kecil, koperasi ini telah meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. 

Namun, ada beberapa tantangan yang harus diatasi seperti infrastruktur 

kurang memadai dan promosi yang kurang efektif. Dengan mendukung 

pengembangan infrastruktur dan meningkatkan promosi, diharapkan 

koperasi ini akan terus berkembang dan memberikan manfaat jangka 

panjang bagi masyarakat pesisir.

Peran Ekonomi terhadap Kesenjangan Ekonomi Masyarakat 
Pesisir

Kesenjangan ekonomi merupakan salah satu masalah utama yang 

dihadapi oleh masyarakat pesisir. Di Indonesia, khususnya di pesisir 

selatan Jawa Timur, kesenjangan ini terlihat jelas dalam perbedaan akses 

terhadap sumber daya, pendidikan, dan layanan keuangan. Peran ekonomi 

dalam mengurangi kesenjangan ini sangat penting, terutama melalui 

pengembangan sektor-sektor yang dapat meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam konteks ini, pengembangan 
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koperasi semi-digital bagi nelayan menjadi salah satu strategi yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan perekonomian lokal. 
Beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi di 

masyarakat pesisir antara lain akses terbatas terhadap pendidikan, kese
hatan, dan layanan keuangan. Menurut laporan OJK (2023), hanya 
sekitar 38% masyarakat pesisir yang memiliki akses ke layanan keuangan 
formal, yang mengakibatkan banyak nelayan terjebak dalam siklus utang 
dengan rentenir. Selain itu, ketergantungan pada sektor perikanan yang 
rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga pasar juga ber
kontribusi pada kesenjangan ekonomi. Penelitian oleh Rakhman (2023) 
menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menyebabkan penurunan hasil 
tangkapan ikan di beberapa daerah pesisir, sehingga berdampak langsung 
pada pendapatan nelayan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan juga 
membuat masyarakat sulit untuk beradaptasi dengan perubahan pasar 
dan teknologi baru.

Di pesisir selatan Jawa Timur, kesenjangan ekonomi masih menjadi 
tantangan besar. Menurut penelitian oleh Santi Anah (2020), sekitar 
62% penduduk pesisir hidup di bawah garis kemiskinan. Pengembangan 
potensi ekonomi lokal seperti budidaya rumput laut dan pariwisata bahari 
dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan ini. Koperasi semi-
digital dapat memainkan peran penting dalam pengembangan potensi ini 
dengan memberikan akses kepada nelayan untuk memasarkan produk 
mereka secara lebih efisien dan mendapatkan pembiayaan untuk usaha 
baru. Misalnya, koperasi dapat menghubungkan nelayan dengan pasar 
yang lebih luas melalui platform digital, sehingga mereka tidak hanya 
bergantung pada penjualan lokal.

Pengembangan ekonomi lokal dapat membantu mengurangi 
kesenjangan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan 
lapangan kerja. Misalnya, pengembangan usaha budidaya rumput laut di 
pesisir selatan Jawa Timur telah membantu meningkatkan pendapatan 
masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Penelitian oleh Wibawa 
& Anggitaria (2022) menunjukkan bahwa budidaya rumput laut tidak 
hanya memberikan alternatif sumber pendapatan tetapi juga meningkatkan 
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ketahanan pangan lokal. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari juga 
dapat menarik investasi dan meningkatkan pendapatan lokal. Koperasi 
semi-digital dapat berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha 
pariwisata dan masyarakat lokal, sehingga keuntungan dari pariwisata 
dapat langsung dinikmati oleh nelayan dan komunitas sekitarnya.

Sebagai upaya mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat 
pesisir, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diimplementasikan:
1.	 Meningkatkan Akses Pendidikan dan Pelatihan: Pemerintah perlu 

meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat 
pesisir agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk 
beradaptasi dengan perubahan pasar. Program pelatihan harus 
mencakup literasi digital dan manajemen usaha.

2.	 Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal: Program pember
dayaan ekonomi lokal seperti budidaya rumput laut dan pariwisata 
bahari perlu didukung dengan kebijakan yang tepat. Ini termasuk 
penyediaan fasilitas infrastruktur seperti jalan dan transportasi 
untuk mendukung aksesibilitas.

3.	 Peningkatan Akses Layanan Keuangan: Akses terhadap layanan 
keuangan seperti pinjaman mikro dan asuransi perlu ditingkatkan 
untuk mendukung usaha kecil dan menengah. Koperasi semi-digital 
harus berfungsi sebagai lembaga keuangan alternatif bagi nelayan 
yang tidak memiliki akses ke bank tradisional.

4.	 Kolaborasi Multi-Stakeholder: Kerjasama antara pemerintah, 
sektor swasta, dan komunitas lokal perlu ditingkatkan untuk 
menciptakan ekosistem koperasi yang berkelanjutan. Kolaborasi 
ini akan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses 
pengambilan keputusan yang mempengaruhi perekonomian lokal.

Peran ekonomi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat 
pesisir sangat penting, terutama melalui pengembangan koperasi semi-
digital bagi nelayan di pesisir selatan Jawa Timur. Dengan meningkatkan 
akses pendidikan, mendukung pengembangan ekonomi lokal, serta 
memperbaiki akses layanan keuangan, diharapkan kesenjangan ekonomi 
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dapat dikurangi secara signifikan. Koperasi semi-digital bukan hanya 
sekadar lembaga finansial tetapi juga menjadi motor penggerak bagi 
pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Analisis Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui 
pengembangan potensi lokal dan peningkatan kapasitas. Dalam 
konteks pengembangan koperasi semi-digital, pemberdayaan ini sangat 
penting untuk memastikan bahwa nelayan dan masyarakat pesisir dapat 
memanfaatkan teknologi secara optimal. Pengelolaan pemberdayaan 
yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik dan partisipatif, di 
mana semua pemangku kepentingan terlibat dalam proses perencanaan 
dan pelaksanaan. Pemberdayaan masyarakat pesisir tidak hanya berfokus 
pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan budaya. 
Menurut penelitian oleh Wibawa & Anggitaria (2022), pendekatan 
berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dapat 
meningkatkan efektivitas program pemberdayaan.

Adapun Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir meliputi 
beberapa langkah penting. Langkah pertama adalah melakukan analisis 
potensi sumber daya lokal untuk mengidentifikasi peluang pengem
bangan ekonomi. Dalam konteks koperasi semi-digital, analisis ini harus 
mencakup identifikasi produk unggulan yang dapat dipasarkan secara 
digital, seperti hasil tangkapan ikan, budidaya rumput laut, atau kerajinan 
tangan.

Penelitian oleh Rakhman (2023) menunjukkan bahwa pemetaan 
sumber daya lokal dapat membantu nelayan memahami kekuatan dan 
kelemahan mereka dalam pasar. Dengan informasi ini, koperasi dapat 
merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif.

Langkah kedua adalah penyusunan program pelatihan dan pen
dampingan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat. 
Pelatihan harus dirancang untuk meningkatkan literasi digital serta 
keterampilan manajemen usaha. Menurut laporan OJK (2023), pelatihan 
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yang berfokus pada penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan 
produktivitas nelayan hingga 30%. Program pendampingan juga penting 
untuk memastikan bahwa nelayan mendapatkan dukungan yang dibu
tuhkan saat mengimplementasikan teknologi baru. Melibatkan tokoh 
masyarakat sebagai fasilitator pelatihan dapat membantu membangun 
kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif. Langkah ketiga adalah 
pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas untuk mendukung ke
giatan ekonomi lokal. Koperasi semi-digital memerlukan infrastruktur 
teknologi yang baik, termasuk akses internet yang stabil dan penyediaan 
perangkat digital seperti smartphone. Menurut laporan Kemenkominfo 
(2023), sekitar 40% wilayah pesisir di Indonesia masih belum terjangkau 
oleh jaringan internet yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu 
berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah 
pesisir untuk memastikan aksesibilitas bagi semua anggota koperasi.

Di pesisir selatan Jawa Timur, beberapa inisiatif pemberdayaan telah 
berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, program 
pemberdayaan nelayan di Banyuwangi yang melibatkan pelatihan ke
terampilan dan akses terhadap pasar telah membantu meningkatkan 
pendapatan nelayan. Penelitian oleh Santi Anah (2020) menunjukkan 
bahwa program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga 
memperkuat solidaritas sosial di antara nelayan. Koperasi semi-digital di 
Banyuwangi telah berhasil menghubungkan nelayan dengan pasar melalui 
platform digital, memungkinkan mereka untuk menjual hasil tangkapan 
secara langsung kepada konsumen. Ini mengurangi ketergantungan pada 
tengkulak dan meningkatkan margin keuntungan bagi nelayan.

Meskipun pemberdayaan masyarakat pesisir menawarkan banyak 
manfaat, ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Pertama, kurangnya 
koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam program 
pemberdayaan dapat menghambat efektivitas program. Solusi yang dapat 
dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara 
pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Penelitian oleh Ashoer 
et al. (2022) menunjukkan bahwa kolaborasi multi-stakeholder dapat 
meningkatkan keberhasilan program-program pemberdayaan. Kedua, 
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keterbatasan sumber daya dan dana juga menjadi hambatan utama da
lam pengembangan koperasi semi-digital bagi nelayan. Oleh karena 
itu, perlu adanya dukungan finansial yang memadai untuk mendukung 
program pemberdayaan. Pemerintah dapat menyediakan subsidi atau 
bantuan keuangan untuk pembelian perangkat digital serta pembangunan 
infrastruktur. Sedangkan untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan 
masyarakat pesisir melalui koperasi semi-digital, beberapa rekomendasi 
kebijakan dapat diimplementasikan, sebagai berikut:
1.	 Dukungan Finansial dan Teknis: Pemerintah perlu menyediakan 

dukungan finansial dan teknis yang memadai untuk program pem
berdayaan agar masyarakat memiliki akses ke sumber daya yang 
dibutuhkan.

2.	 Program Pelatihan Berbasis Kebutuhan: Program pelatihan dan 
pendampingan harus difokuskan pada kebutuhan spesifik masya
rakat pesisir agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan 
efektif.

3.	 Kolaborasi Multi-Stakeholder: Kerjasama antara pemerintah, 
sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah perlu ditingkatkan 
untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan 
masyarakat.

4.	 Pengembangan Infrastruktur: Investasi dalam pembangunan infra
struktur teknologi seperti jaringan internet harus menjadi prioritas 
agar semua anggota koperasi dapat mengakses layanan digital.

Maka pengelolaan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui 
pengembangan koperasi semi-digital merupakan langkah strategis untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan pendekatan 
holistik dan partisipatif, serta dukungan dari berbagai pihak, masyarakat 
pesisir dapat mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang 
yang ada untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.
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BAB VIII

PENUTUP

Pemanfaatan nilai-nilai sosial dalam pengembangan koperasi 
semi-digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi 
keuangan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pesisir. 

Nilai-nilai sosial seperti gotong royong, kepercayaan, dan solidaritas 
dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun ekosistem koperasi 
yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, koperasi semi-digital 
tidak hanya berfungsi sebagai lembaga finansial tetapi juga sebagai wadah 
bagi masyarakat untuk saling mendukung dan berkolaborasi dalam 
meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan yang mendukung pemanfaatan 
nilai-nilai sosial dalam pengembangan koperasi semi-digital harus men
cakup beberapa aspek penting. Kebijakan harus mendorong inklusi 
keuangan dengan memastikan bahwa layanan koperasi dapat diakses 
oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah 
terpencil dan pesisir. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 
tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 76,19% pada tahun 2021, 
namun masih ada kesenjangan yang signifikan di daerah pesisir. Untuk 
itu, pemerintah perlu memastikan bahwa koperasi semi-digital dapat 
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menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh layanan keuangan 
formal. Sehingga pengembangan koperasi semi-digital dapat membantu 
mengatasi kesenjangan ini dengan menyediakan akses mudah terhadap 
layanan keuangan seperti pinjaman mikro dan simpanan. Penelitian oleh 
Rakhman (2023) menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan 
formal dapat meningkatkan pendapatan masyarakat hingga 25%.

Kebijakan harus mencakup program pendidikan dan literasi ke
uangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat 
dan risiko penggunaan layanan koperasi semi-digital. Literasi keuangan 
yang baik akan membantu masyarakat dalam membuat keputusan ke
uangan yang lebih bijak dan mengurangi risiko penipuan. Program 
pelatihan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik 
masyarakat pesisir, dengan melibatkan tokoh lokal sebagai fasilitator 
agar lebih mudah diterima oleh anggota komunitas. Penelitian oleh 
Kristyanto (2023) menunjukkan bahwa pelatihan berbasis komunitas 
dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan 
hingga 40%. Kebijakan harus memastikan perlindungan konsumen de
ngan mengatur standar keamanan dan privasi data. Menurut laporan 
dari Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), perlindungan data pribadi 
adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan fintech 
di Indonesia. Dalam konteks koperasi semi-digital, penting untuk mene
rapkan langkah-langkah keamanan siber yang memadai untuk melindungi 
informasi anggota.

Edukasi mengenai keamanan siber juga perlu diberikan kepada 
anggota koperasi agar mereka memahami cara melindungi informasi 
pribadi mereka saat menggunakan aplikasi atau sistem digital. Penelitian 
oleh Sari et al. (2022) menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran akan 
keamanan siber di kalangan masyarakat pesisir dapat mengurangi risiko 
penipuan. Kebijakan harus mendorong kolaborasi antara pemerintah, 
sektor swasta, dan komunitas lokal untuk menciptakan ekosistem 
koperasi yang inklusif. Kolaborasi ini dapat mencakup pengembangan 
infrastruktur digital, penyediaan akses internet, dan dukungan teknis 
untuk masyarakat pesisir. Pemerintah perlu bekerja sama dengan penyedia 
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layanan telekomunikasi untuk memastikan ketersediaan jaringan 
internet yang stabil di daerah pesisir. Menurut laporan Kemenkominfo 
(2023), sekitar 40% wilayah pesisir masih belum terjangkau oleh jaringan 
internet yang memadai. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur 
teknologi sangat penting untuk mendukung pengembangan koperasi 
semi-digital.

Di pesisir selatan Jawa Timur, beberapa inisiatif koperasi telah 
berhasil memanfaatkan nilai-nilai sosial untuk meningkatkan inklusi 
keuangan. Misalnya, program pinjaman mikro berbasis komunitas yang 
dikelola oleh koperasi nelayan telah membantu nelayan dalam mengakses 
modal usaha dengan bunga yang lebih rendah dan proses yang lebih mudah. 
Program ini memanfaatkan nilai gotong royong dan kepercayaan antar 
anggota komunitas untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan. 
Penelitian oleh Wibawa & Anggitaria (2022) menunjukkan bahwa pene
rapan sistem pinjaman mikro berbasis komunitas dapat meningkatkan 
pendapatan nelayan hingga 30%, serta memperkuat solidaritas sosial di 
antara anggota komunitas.

Meskipun ada banyak manfaat dari pemanfaatan nilai-nilai sosial 
dalam pengembangan koperasi semi-digital, ada beberapa tantangan yang 
harus diatasi. Pertama, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat 
pesisir memerlukan program pelatihan yang intensif. Penelitian oleh 
Kristyanto (2023) menunjukkan bahwa banyak nelayan belum terbiasa 
menggunakan teknologi digital dalam aktivitas mereka, sehingga perlu 
adanya pelatihan berkelanjutan tentang penggunaan aplikasi fintech. 
Kedua, infrastruktur digital yang terbatas di daerah pesisir menghambat 
akses terhadap layanan fintech. Solusi yang dapat dilakukan adalah de
ngan meningkatkan infrastruktur telekomunikasi dan menyediakan 
program pelatihan literasi digital yang berkelanjutan. Sehingga implikasi 
positif kebijakan dalam pemanfaatan nilai-nilai sosial untuk pengem
bangan koperasi semi-digital sangat penting dalam meningkatkan inklusi 
keuangan bagi masyarakat pesisir. Dengan pendekatan holistik dan par
tisipatif serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan koperasi ini akan 
memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan nelayan serta 
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membantu mereka beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi 
akibat revolusi industri.

Pengembangan fintech yang berkelanjutan di masyarakat pesisir 
memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Dengan me
manfaatkan teknologi digital, fintech dapat membantu meningkatkan 
inklusi keuangan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam konteks ini, penting untuk me
rumuskan rekomendasi yang dapat mendukung pengembangan fintech 
secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan 
karakteristik unik masyarakat pesisir. Peningkatan akses terhadap teknologi 
digital adalah langkah pertama yang krusial dalam pengembangan fintech 
di masyarakat pesisir. Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (2023), sekitar 40% wilayah pesisir di Indonesia masih 
belum terjangkau oleh jaringan internet yang memadai. Oleh karena 
itu, pemerintah perlu berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur 
telekomunikasi untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat 
memiliki akses yang sama terhadap layanan fintech. Pengembangan 
infrastruktur ini harus mencakup penyediaan akses internet yang stabil 
serta pelatihan penggunaan perangkat digital seperti smartphone. 
Penelitian oleh Rakhman (2023) menunjukkan bahwa akses internet yang 
baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi 
digital hingga 30%. 

Edukasi dan literasi keuangan merupakan aspek penting dalam 
memastikan bahwa masyarakat pesisir dapat memanfaatkan layanan 
fintech secara efektif. Program literasi keuangan harus dirancang untuk 
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan 
keuangan digital, serta risiko yang terkait. Pelatihan harus dilakukan 
secara teratur dan melibatkan tokoh masyarakat sebagai fasilitator untuk 
meningkatkan kepercayaan anggota komunitas. Menurut penelitian oleh 
Kristyanto (2023), pelatihan berbasis komunitas dapat meningkatkan 
pemahaman masyarakat tentang produk keuangan hingga 40%. Dengan 
pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih mampu membuat 
keputusan keuangan yang bijak.
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Produk fintech yang dikembangkan harus disesuaikan dengan ke
butuhan spesifik masyarakat pesisir. Misalnya, aplikasi pembayaran digital 
harus memiliki antarmuka yang sederhana dan fitur-fitur yang relevan 
dengan aktivitas sehari-hari nelayan, seperti pencatatan hasil tangkapan 
dan pengelolaan pinjaman.Penelitian oleh Sari et al. (2022) menunjukkan 
bahwa aplikasi fintech yang dirancang khusus untuk nelayan dapat 
meningkatkan efisiensi operasional mereka. Selain itu, produk pinjaman 
mikro dengan bunga rendah juga perlu dikembangkan untuk membantu 
nelayan mendapatkan modal usaha tanpa terjebak dalam utang berbunga 
tinggi.

Perlindungan konsumen menjadi aspek penting dalam pengem
bangan fintech berkelanjutan. Kebijakan harus memastikan bahwa data 
pribadi pengguna dilindungi dengan baik dan bahwa perusahaan fintech 
mematuhi standar keamanan siber yang ketat. Menurut laporan dari 
Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), perlindungan data pribadi adalah 
salah satu tantangan utama bagi perusahaan fintech di Indonesia. Edukasi 
tentang keamanan siber juga perlu diberikan kepada anggota koperasi 
agar mereka memahami cara melindungi informasi pribadi mereka saat 
menggunakan aplikasi atau sistem digital. Penelitian oleh Wibawa & 
Anggitaria (2022) menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran akan 
keamanan siber di kalangan masyarakat pesisir dapat mengurangi risiko 
penipuan. 

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal 
sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem fintech yang inklusif 
dan berkelanjutan. Kerjasama ini dapat mencakup pengembangan infra
struktur digital, penyediaan akses internet, serta dukungan teknis untuk 
masyarakat pesisir.Pemerintah perlu bekerja sama dengan penyedia 
layanan telekomunikasi untuk memastikan ketersediaan jaringan internet 
yang stabil di daerah pesisir. Menurut laporan Kemenkominfo (2023), 
investasi dalam infrastruktur teknologi sangat penting untuk mendukung 
pengembangan koperasi semi-digital.

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari pengem
bangan fintech berkelanjutan. Pemerintah dan pemangku kepentingan 
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lainnya perlu melakukan evaluasi berkala terhadap program-pro
gram pemberdayaan ekonomi berbasis fintech untuk memastikan efek
tivitasnya. Data dari evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki 
program-program yang ada serta mengidentifikasi area-area baru yang 
membutuhkan perhatian lebih lanjut. Penelitian oleh Ashoer, dkk. 
(2022) menunjukkan bahwa monitoring yang sistematis dapat membantu 
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program-
program pemberdayaan ekonomi.

Pengembangan fintech berkelanjutan di masyarakat pesisir memer
lukan pendekatan holistik dan inklusif yang melibatkan semua pemangku 
kepentingan. Dengan meningkatkan akses terhadap teknologi digital, 
menyediakan edukasi dan literasi keuangan, serta mengembangkan pro
duk fintech yang sesuai dengan kebutuhan lokal, diharapkan koperasi 
semi-digital dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dan 
kesejahteraan masyarakat pesisir. Melalui kolaborasi antara pemerintah, 
sektor swasta, dan komunitas lokal, serta dengan perlindungan konsumen 
yang kuat, pengembangan fintech ini akan memberikan manfaat jangka 
panjang bagi masyarakat pesisir di Jawa Timur.

Pemanfaatan nilai-nilai sosial dalam pengembangan fintech memiliki 
potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan 
masyarakat pesisir. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, program 
pendidikan dan literasi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor 
swasta, dan komunitas lokal, fintech dapat menjadi alat yang efektif untuk 
mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat pesisir. Studi kasus di pesisir selatan Jawa Timur menunjukkan 
bahwa inisiatif fintech yang memanfaatkan nilai-nilai sosial seperti 
gotong royong dan kepercayaan dapat berhasil meningkatkan inklusi 
keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan 
fintech yang berkelanjutan di masyarakat pesisir memerlukan pendekatan 
yang holistik dan inklusif, dengan dukungan dari berbagai pihak untuk 
menciptakan ekosistem fintech yang inklusif dan berkelanjutan.
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